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Prakata 
 
 
 

Standar Nasional Indonesia Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan ini 
disusun oleh Panitia Teknik 21S Konstruksi dan Bangunan. 

Standar ini memuat uraian detail prinsip-prinsip perencanaan lingkungan perumahan di 
perkotaan, yang disusun sebagai revisi dari SNI 03-1733-1989 tentang Tata cara 
perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.  
 
Standar ini disusun melalui konsensus di Bandung pada tanggal 17 Juni 2003, yang dihadiri 
oleh stakholder terkait. Apabila dalam penerapan standar ini terdapat hal-hal yang 
meragukan, diharapkan dapat membandingkan secara langsung dengan substansi yang 
terdapat dalam acuan tersebut, atau dengan edisi yang terakhir, kecuali hal-hal yang 
disesuaikan dengan kondisi Indonesia. 
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Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan 
 
 
 
1    Ruang lingkup  
 
Standar Nasional Indonesia Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan 
adalah panduan (dokumen nasional) yang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk 
perencanaan, perancangan, penaksiran biaya dan kebutuhan ruang, serta pelaksanaan 
pembangunan perumahan dan permukiman.  
Standar Nasional Indonesia ini merupakan model untuk:  
a) menetapkan sistem perencanaan yang memudahkan proses pembangunan 

perumahan dan permukiman khususnya di lingkungan baru dan area terbangun 
perkotaan; dan 

b) mengembangkan kode/standar/pedoman perencanaan baik di tingkat Pusat, dan 
khususnya di Propinsi dan Daerah (Kota/Kabupaten). 

 
Standar Nasional Indonesia ini mencakup: 
a) penjelasan beberapa istilah dan pengertian yang langsung maupun tidak langsung 

digunakan dalam buku ini, berkaitan dengan bidang perencanaan tata ruang kota, 
kawasan dan tata bangunan; 

b) daftar peraturan perundang-udangan yang banyak digunakan dalam perencanaan tata 
ruang kota, kawasan dan tata bangunan. Untuk mempermudah para pemakai dalam 
melakukan penyesuaian besaran-besaran yang tercantum dalam pedoman, diberikan 
juga informasi yang diperlukan dan cara perhitungannya; 

c) memuat besaran-besaran ketentuan umum untuk perencanaan sarana lingkungan; 
sarana hunian, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana dagang dan niaga, 
sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana budaya dan rekreasi, sarana 
peribadatan, sarana ruang terbuka dan olahraga; dan 

d) memuat ketentuan umum untuk perencanaan prasarana dan utilitas lingkungan yang 
meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, 
jaringan sampah, jaringan listrik, jaringan telepon, serta jaringan transportasi lokal. 

 
Pedoman teknis ini pada akhirnya dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi para 
perencana dan perancang, para pengembang kawasan, dan aparat pemerintah yang 
berwenang di bidang perencanaan, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah 
daerah setempat, sektor industri perumahan, dan dapat digunakan untuk mengembangkan 
standar dan peraturan perumahan dan permukiman setempat melalui peraturan daerah 
setempat. 
 
Standar Nasional Indonesia Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan ini 
berlaku untuk:  
a) perencanaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan baru;  
b) perencanaan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan yang telah 

berkembang secara terencana; dan 
c) perencanaan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan yang yang 

telah berkembang secara tidak terencana. 
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2    Acuan normatif  
 
Penyusunan Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan ini mengacu: 
 
SNI 03-1728-1987, Tata Cara Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gedung 

SNI 03-1726-1989, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung 

SNI 03-1730-1989, Tata Cara Perencanaan Gedung Sekolah Menengah Umum 

SNI 03-1726-1989, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung 

SNI 02-2406-1991, Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan 

SNI 19-2454-1991, Tata Cara Pengolahan Teknik Sampah Perkotaan 

SNI 03-2846-1992, Tata Cara Perencanaan Kepadatan Bangunan Lingkungan, Bangunan 
Rumah Susun Hunian 

SNI 03-2845-1992, Tata Cara Perencanaan Rumah Susun Modular 

SNI 03-3647-1994, Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Gedung Olah Raga 

SNI 03-3241-1994, Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah 

SNI 03-3242-1994, Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman 

SNI 03-3242-1994, Spesifikasi Teknis Kawasan Permukiman Skala besar 

Penyediaan sarana lingkungan, perencanaan bangunan-bangunan harus memperhatikan 
persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan dan kenyamanan bagi penghuni dan/atau 
pemakainya, dengan mengacu pada: 
 
SNI 03-453-1987,  Tata Cara Instalasi Petir Untuk Bangunan 

SNI 03-1727-1989, Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung 

SNI 03-1728-1989, Tata Cara Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gedung 

SNI 03-1734-1989, Tata Cara Perencanaan Beton Bertulang dan Struktur Dinding Bertulang 
untuk Rumah dan Gedung 

SNI 03-1736-1989, Tata Cara Perencanaan Struktur Bangunan Pencegah Bahaya 
Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung 

SNI 03-1745-1989, Tata Cara Pemasangan Sistem Hidran Untuk Pencegahan Bahaya 
Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung 

SNI 03-2397-1991, Tata Cara Perencanaan Rumah Sederhana Tahan Angin 

SNI 03-2847-1992, Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan dan Gedung 

SNI 03-1735-1993, Tata Cara Perencanaan Bangunan dan Lingkungan Untuk Pencegahan 
Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung 
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SNI 03-3985-1995, Tata Cara Perencanaan Pemasangan Sistem Deteksi Alarm Untuk 
Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung 

SNI 03-6572-2001, Tata Cara Perencanaan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada 
Bangunan Gedung 

SNI 03-2396-2001, Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan pada Bangunan 
Gedung 

SNI 03-6575-2001, Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami pada Bangunan 
Gedung 

SNI 03-1726-2002, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung 

SNI 03-6806-2002, Tata Cara Perhitungan Beton Tidak Bertulang Struktural 

SNI 03-6759-2002, Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi Pada Bangunan 
Rumah dan Gedung 

 
 
3    Istilah dan definisi  
 
3.1   Kota dan perkotaan 
urutan penyusunan istilah dan definisi berikut ini berdasarkan lingkup bahasan makro/umum 
hingga lingkup bahasan mikro/spesifik sekitar pada topik mengenai kota dan perkotaan.   
 
3.1.1     
wilayah   
kesatuan  geografis  dengan  bentuk  dan  ukuran  menurut pengamatan tertentu 
 
3.1.2     
wilayah perencanaan  
wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya untuk lingkungan perumahan 
 
3.1.3     
kawasan   
wilayah  yang  batasnya  ditentukan  berdasarkan  lingkup pengamatan fungsi tertentu 
 
3.1.4     
kota  
pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang dicirikan oleh batasan administratif yang 
diatur dalam peraturan perundangan serta didominasi oleh kegiatan produktif bukan 
pertanian  
 
3.1.5     
perkotaan  
satuan permukiman bukan pedesaan yang berperan di dalam satuan wilayah 
pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa, menurut pengamatan 
tertentu 
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3.1.6   
kawasan perkotaan  
kawasan yang mempunyai kagiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, 
dan kegiatan ekonomi 
3.1.7     
kawasan permukiman  
kawasan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dengan fungsi utama untuk 
permukiman  
 
3.1.8     
kawasan lindung  
kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup 
yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya 
bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan 
 
 
3.2   Perencanaan dan  tata ruang  
 
Urutan penyusunan istilah dan definisi berikut ini berdasarkan lingkup bahasan makro/umum 
hingga lingkup bahasan mikro/spesifik sekitar pada topik mengenai perencanaan dan ruang.  
 
3.2.1     
perencanaan kota  
kegiatan penyusunan rencana-rencana kota ataupun dan kegiatan peninjauan kembali atas 
rencana kota yang telah ada untuk disesuaikan dengan kondisi dan situasi kebutuhan 
pengembangan kota yang berkembang 
 
3.2.2     
rencana kota  
rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota dan dalam rangka 
pengaturan administrasi pemerintah kota  
 
3.2.3     
penataan lingkungan  
suatu usaha untuk memperbaiki, mengubah, dan mengatur kembali lingkungan tertentu yang 
sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang secara optimal 
 
3.2.4     
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)   
strategi  dan  arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah, yang meliputi struktur dan 
pola pemanfaatan ruang wilayah, serta kriteria dan pola pengelolaan kawasan  wilayah 
 
3.2.5     
kepadatan  penduduk  bruto = kepadatan  rata-rata  penduduk  (kotor)   
jumlah penduduk di dalam suatu daerah dibagi luas daerah berdasarkan batasan 
administrasi yang ada, tanpa pertimbangan peruntukan lahan pada daerah tersebut 
 
3.2.6     
pembangunan  wilayah  baru  (new  development  area)   
upaya pembangunan suatu area pada lahan kosong yang memenuhi persyaratan teknis, 
ekologis dan administratif dengan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana 
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lingkungan yang dibutuhkan pada area baru tersebut 
 
3.2.7     
pembangunan penyisipan (infill development)  
pembangunan suatu area dengan cara penyisipan satu atau lebih bangunan dengan fungsi-
fungsi penunjang tertentu pada suatu kawasan/lingkungan terbangun dengan 
mempertimbangkan kontekstualitasnya dengan bangunan dan lingkungan eksisting, dengan 
maksud memperkuat/memperbaiki citra lingkungan dan kawasan yang bersangkutan 
 
3.2.8     
pembangunan peremajaan kota (revitalization)  
pembangunan suatu area dengan upaya menghidupkan kembali suatu lingkungan 
permukiman terdegradasi akibat turunnya kualitas dan vitalitas lingkungan ataupun telah 
mati, yang pada masa silam pernah hidup, atau upaya mengendalikan dan mengembangkan 
lingkungan perumahan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki atau yang 
seharusnya dimiliki suatu lingkungan perkotaan untuk dapat meningkatkan kualitas dan citra 
lingkungan perkotaan itu sendiri  
 
 
3.3 Rumah dan lingkungan  
 
Urutan penyusunan istilah dan definisi berikut ini berdasarkan lingkup bahasan umum hingga 
lingkup bahasan spesifik mengenai topik dan klasifikasi mengenai rumah dan lingkungan.  
 
3.3.1     
KASIBA (Kawasan Siap Bangun)  
sebidang tanah yang fisiknya telah disiapkan untuk pembangunan perumahan dan 
permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih, yang 
pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan 
primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, dan memenuhi persyaratan pembakuan 
pelayanan prasarana dan sarana lingkungan. Khusus untuk DKI Jakarta rencana tata ruang 
lingkungannya ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta 
 
3.3.2     
LISIBA (Lingkungan Siap Bangun)  
sebidang tanah yang merupakan bagian dari kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah 
dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan 
persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau hunian dan pelayanan 
lingkungan untuk membangun kavling tanah matang 
 
3.3.3     
persyaratan administratif  
persyaratan yang berkaitan dengan pemberian izin usaha, izin lokasi dan izin mendirikan 
bangunan serta pemberian hak atas tanah 
 
3.3.4     
persyaratan teknis  
persyaratan kenyamanan dan keselamatan bangunan hunian, sarana dan prasarana 
lingkungan serta utilitas umum 
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3.3.5     
persyaratan ekologis  
persyaratan yang berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan, baik antara lingkungan 
buatan dengan lingkungan alam maupun dengan lingkungan sosial budaya, termasuk nilai-
nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan 
 
3.3.6     
permukiman  
bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan 
maupun perdesaaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan 
 
3.3.7     
perumahan  
kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian 
yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan 
 
3.3.8     
rumah  
bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan 
keluarga 
 
3.3.9     
rumah inti  
unit rumah dengan satu ruang serbaguna yang selanjutnya dapat dikembangkan oleh 
penghuni 
 
3.3.10   
rumah tunggal (≈ hunian tidak bertingkat)  
rumah kediaman yang mempunyai persil sendiri dan salah satu dinding bangunan induknya 
tidak dibangun tepat pada batas persil 
 
3.3.11     
rumah kopel (≈ hunian gandeng dua)  
dua buah tempat kediaman lengkap, dimana salah satu sisi bangunan induknya menyatu 
dengan sisi satu bangunan lain atau satu tempat kediaman lain, dan masing-masing 
mempunyai persil sendiri  
 
3.3.12     
rumah deret (≈ hunian gandeng banyak)  
beberapa tempat kediaman lengkap dimana satu atau lebih dari sisi bangunan induknya 
menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau tempat kediaman lain, tetapi 
masing-masing mempunyai persil sendiri  
 
3.3.13     
rumah susun (≈ hunian bertingkat)  
bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam 
bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal, 
dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara 
terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-
bersama dan tanah bersama 
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3.3.14     
Satuan  Rumah  Susun  (SARUSUN)  
rumah  susun  yang  tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai 
hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum 
 
3.3.15     
rumah  susun  sederhana   
rumah  susun  yang  dibangun  untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah 
 
3.3.16     
satuan rumah susun sederhana   
satuan rumah susun dengan luas lantai bangunan setiap unit rumah tidak lebih 45 m2 dan 
biaya pembangunan per m2 tidak melebihi dari harga satun per m2 tertinggi untuk 
pembangunan gedung bertingkat pemrintah kelas C yang berlaku 
 
3.3.17     
rumah susun sederhana sewa  
rumah susun sederhana yang dikelola oleh unit pengelola yang ditunjuk oleh pemilik 
RUSUNAWA dengan status penghunian sistem sewa 
 
3.3.18     
satuan rumah susun menengah   
satuan rumah susun dengan luas lantai setiap unit rumah 18 m2 – 100 m2 dan biaya 
pembangunan per m2 antara harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan gedung 
bertingkat pemerintah kelas C sampai dengan harga harga satuan per m2 tertinggi untuk 
pembangunan bertingkat pemerintah kelas A yang berlaku 
 
3.3.19     
satuan rumah susun mewah (≈ apartemen)  
satuan rumah susun dengan biaya pembangunan per m2 diatas harga satuan per m2 
tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat pemerintah kelas A yang berlaku dengan 
luas lantai bangunan setiap unit rumah lebih dari 100 m2 
 
3.3.20      
blok   
sebidang tanah yang merupakan bagian dari Lisiba, terdiri dari sekelompok rumah tinggal 
atau persil 
 
3.3.21     
kapling tanah matang  
sebidang tanah yang telah dipersiapkan sesuai dengan  persyaratan pembakuan dalam 
penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah dan rencana tata ruang lingkungan tempat 
tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan 
 
3.4 Sarana dan prasarana lingkungan  
 
Urutan penyusunan istilah dan definisi berikut ini berdasarkan lingkup bahasan umum hingga 
lingkup bahasan spesifik mengenai topik dan klasifikasi sarana dan prasarana lingkungan.  
 
3.4.1     
prasarana  lingkungan   
kelengkapan  dasar  fisik  lingkungan  yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya 
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3.4.2     
sarana  lingkungan   
fasilitas  penunjang,  yang  berfungsi  untuk menyelenggarakan dan mengembangkan 
kehidupan ekonomi, sosial dan budaya 
 
3.4.3     
utilitas  
pelayanan seperti air bersih, air limbah, gas, listrik dan telepon, yang pada umumnya 
diperlukan untuk beroperasinya suatu bangunan dan lingkungan permukiman 
 
3.4.4     
utilitas umum  
fasilitas umum seperti PUSKESMAS, taman kanak-kanak, tempat bermain, pos polisi, yang 
umumnya diperlukan sebagai sarana penunjang pelayanan lingkungan 
 
3.4.5     
aksesibilitas   
kemudahan  pencapaian  yang  disediakan  bagi  semua orang, termasuk yang memiliki 
ketidakmampuan fisik atau mental, seperti penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil, 
penderita penyakit tertentu, dalam mewujudkan kesamaan kesempatan 
 
3.4.6     
jalan  
jalur yang direncanakan atau digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan orang  
 
3.4.7     
jalan  kolektor   
jalur  selebar  ± 7 m  yang  melayani  angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri 
perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi 
 
3.4.8      
jalan  lokal   
jalur  yang  melayani  angkutan  setempat  dengan  ciri-ciri perjalanan dekat, kecepatan rata-
rata rendah, dan jumlah jalan masuk dibatasi 
 
3.4.9      
jalan lingkungan   
jalur  selebar  ± 4 m  yang  ada   dalam  satuan permukiman atau lingkungan perumahan 
 
3.4.10     
jalan lokal sekunder  
jalur selebar ± 3,0m - 7,0 m yang merupakan jalan poros perumahan menghubungkan jalan 
arteri/kolektor/lokal dan pusat lingkungan permukiman 
 
3.4.11    
jalan lokal sekunder II dan III  
jalur selebar ± 3,0 m – 6,0 m penghubung jalan arteri/kolektor/lokal dengan pusat kegiatan 
lingkungan permukiman, menuju akses yang lebih tinggi hirarkinya 
 
3.4.12     
jalan lingkungan I  
jalur selebar ± 1,5 m – 2,0 m penghubung pusat permukiman dengan pusat lingkungan I atau 
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pusat lingkungan I yang lainnya; atau menuju Lokal Sekunder III 
 
3.4.14     
jalur lingkungan II  
jalur dengan lebar ± 1,2 m penghubung pusat lingkungan I ke II; menuju pusat lingkungan II 
yang lain dan akses yang lebih tingi hirarkinya 
 
3.4.15     
Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA)  
merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar tinggi dan kedalaman ruang 
batas tertentu. Ruang tersebut diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, 
bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, 
gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya 
 
3.4.16     
Daerah Milik Jalan (DAMIJA)  
merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai 
Pembina Jalan. Ruang tersebut diperuntukkan DAMAJA dan pelebaran jalan, penambahan 
jalur lalu lintas di kemudian hari  
 
3.4.17     
Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) adalah merupakan ruang sepanjang jalan diluar 
DAMIJA yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, dan diperuntukkan bagi pandangan 
bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan 
 
3.4.18     
bahu jalan  
bagian dari jalan yang terletak pada tepi kiri atau kanan jalan dan berfungsi sebagai; lajur 
lalu lintas darurat, tempat berhenti sementara, ruang bebas samping, penyangga kestabilan 
badan jalan, jalur sepeda. Selain itu  untuk saluran air minum, saluran air limbah, jaringan 
listrik, telepon, gas, dan lain-lain, ditempatkan diantara garis sempadan pagar dengan 
saluran air hujan 
 
3.4.19     
badan jalan  
bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median dan bahu jalan 
 
3.4.20     
jalur pedestrian  
jalur dengan lebar ±  1,5 m yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda, secara 
aman, nyaman dan tak terhalang 
 
3.4.21     
jalur pemandu (guiding blocks)  
jalur yang digunakan penyandang tuna netra, untuk memberikan panduan arah dan tempat 
tertentu 
 
3.4.22     
ruang terbuka  
wadah yang dapat menampung kegiatan tertentu dari warga lingkungan baik secara individu 
atau kelompok 
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3.4.23     
Ruang Terbuka Hijau (RTH)  
total area atau kawasan yang tertutupi hijau tanaman dalam satu satuan luas tertentu baik 
yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan 
 
 
4    Persyaratan dasar perencanaan  
 
4.1 Ketentuan umum  
 
Pembangunan perumahan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan 
martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan secara 
terpadu, terarah, terencana serta berkelanjutan / berkesinambungan. Beberapa ketentuan 
umum yang harus dipenuhi dalam merencanakan lingkungan perumahan di perkotaan 
adalah:  
a) Lingkungan perumahan merupakan bagian dari kawasan perkotaan sehingga dalam 

perencanaannya harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
setempat atau dokumen rencana lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota/ 
Kabupaten.  

b) Untuk mengarahkan pengaturan pembangunan lingkungan perumahan yang sehat, 
aman, serasi secara teratur, terarah serta berkelanjutan / berkesinambungan, harus 
memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan ekologis, setiap rencana 
pembangunan rumah atau perumahan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun 
badan usaha perumahan.  

c) Perencanaan lingkungan perumahan kota meliputi perencanaan sarana hunian, 
prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang diperlukan untuk 
menciptakan lingkungan perumahan perkotaan yang serasi, sehat, harmonis dan 
aman. Pengaturan ini dimaksudkan untuk membentuk lingkungan perumahan sebagai 
satu kesatuan fungsional dalam tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial 
budaya. 

d) Perencanaan pembangunan lingkungan perumahan harus dilaksanakan oleh 
kelompok tenaga ahlinya yang dapat menjamin kelayakan teknis, yang keberadaannya 
diakui oleh peraturan yang berlaku. 

e) Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan merupakan bagian dari 
sistem pelayanan umum perkotaan sehingga dalam perencanaannya harus dipadukan 
dengan perencanaan lingkungan perumahan dan kawasan-kawasan fungsional 
lainnya.  

f) Perencanaan pembangunan lingkungan perumahan harus menyediakan pusat-pusat 
lingkungan yang menampung berbagai sektor kegiatan (ekonomi, sosial, budaya), dari 
skala lingkungan terkecil (250 penduduk) hingga skala terbesar (120.000 penduduk), 
yang ditempatkan dan ditata terintegrasi dengan pengembangan desain dan 
perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan. 

g) Pembangunan perumahan harus memenuhi persyaratan administrasi yang berkaitan 
dengan perizinan pembangunan, perizinan layak huni dan sertifikasi tanah, yang diatur 
oleh Pemerintah Kota/Kabupaten setempat dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

h) Rancangan bangunan hunian, prasarana dan sarana lingkungan harus memenuhi 
persyaratan teknis kesehatan dan keselamatan sesuai Standar Nasional Indonesia 
atau ketentuan-ketentuan lain yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Daerah serta Pedoman Teknis yang disusun oleh instansi terkait. 

i) Perencanaan lingkungan perumahan juga harus memberikan kemudahan bagi semua 
orang, termasuk yang memiliki ketidakmampuan fisik atau mental seperti para 
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penyandang cacat, lansia, dan ibu hamil, penderita penyakit tertentu atas dasar 
pemenuhan azas aksesibilitas (sesuai dengan Kepmen No. 468/ Thn. 1998), yaitu: 

1) kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan 
yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; 

2) kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau 
bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; 

3) keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan 
terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang; dan 

4) kemandirian, yaitu setiap orang harus dapat mencapai, masuk dan 
mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam 
suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. 

 
j) Dalam menentukan besaran standar untuk perencanaan lingkungan perumahan kota 

yang meliputi perencanaan sarana hunian, prasarana dan sarana lingkungan, 
menggunakan pendekatan besaran kepadatan penduduk.  

k) Dalam merencanakan kebutuhan lahan untuk sarana lingkungan, didasarkan pada 
beberapa ketentuan khusus, yaitu:  

1) besaran standar ini direncanakan untuk kawasan dengan kepadatan penduduk 
<200 jiwa/ha; 

2) untuk mengatasi kesulitan mendapatkan lahan, beberapa sarana dapat 
dibangun secara bergabung dalam satu lokasi atau bangunan dengan tidak 
mengurangi kualitas lingkungan secara menyeluruh; 

3) untuk kawasan yang berkepadatan >200 jiwa/ha diberikan reduksi 15-30% 
terhadap persyaratan kebutuhan lahan; dan 

4) perencanaan prasarana lingkungan, utilitas umum dan sarana lingkungan harus 
direncanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan keberadaan 
prasarana dan sarana yang telah ada dengan tidak mengurangi kualitas dan 
kuantitas secara menyeluruh. 

 
Tabel 1   Faktor reduksi kebutuhan lahan untuk sarana lingkungan  

                   berdasarkan kepadatan penduduk 
 

Kepadatan Klasifikasi 
Kawasan Rendah Sedang Tinggi Sangat Padat 

Kepadatan 
penduduk 

< 150          
jiwa/ha 

151 – 200 
jiwa/ha 

201 – 400 
jiwa/ha 

> 400         
jiwa/ha 

Reduksi 
terhadap 
kebutuhan lahan 

- - 15% 
(maksimal) 

30% 
(maksimal) 

 
 

l) Dalam menentukan besaran standar untuk perencanaan kawasan perumahan baru di 
kota/new development area yang meliputi perencanaan sarana hunian, prasarana dan 
sarana lingkungan, pengembangan desain dapat mempertimbangkan sistem blok / 
grup bangunan/ cluster untuk memudahkan dalam distribusi sarana lingkungan dan 
manajemen sistem pengelolaan administratifnya. Apabila dengan sistem blok / grup 
bangunan/ cluster ternyata pemenuhan sarana hunian, prasarana dan sarana 
lingkungan belum dapat terpenuhi sesuai besaran standar yang ditentukan, maka 
pengembangan desain dapat mempertimbangkan sistem radius pelayanan bagi 
penempatan sarana dan prasaran lingkungan, yaitu dengan kriteria pemenuhan 
distribusi sarana dan prasarana lingkungan dengan memperhatikan kebutuhan 
lingkungan sekitar terdekat. 
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m) Perencanaan lingkungan permukiman untuk hunian bertingkat (≈ rumah susun) harus 
mempertimbangkan sasaran pemakai yang dilihat dari tingkat pendapatan KK 
penghuni.  

 
4.2 Persyaratan lokasi 
 
Lokasi lingkungan perumahan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
a) Lokasi perumahan harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan yang diatur dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat atau dokumen perencanaan lainnya 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat, dengan kriteria sebagai berikut: 
1) kriteria keamanan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut 

bukan merupakan kawasan lindung (catchment area), olahan pertanian, hutan 
produksi, daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas bangunan pada area 
Bandara, daerah dibawah jaringan listrik tegangan tinggi; 

2) kriteria kesehatan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut 
bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara di atas ambang batas, 
pencemaran air permukaan dan air tanah dalam; 

3) kriteria kenyamanan, dicapai dengan kemudahan pencapaian (aksesibilitas), 
kemudahan berkomunikasi (internal/eksternal, langsung atau tidak langsung), 
kemudahan berkegiatan (prasarana dan sarana lingkungan tersedia); 

4) kriteria keindahan/keserasian/keteraturan (kompatibilitas), dicapai dengan 
penghijauan, mempertahankan karakteristik topografi dan lingkungan yang ada, 
misalnya tidak meratakan bukit, mengurug seluruh rawa atau 
danau/setu/sungai/kali dan sebagainya; 

5) kriteria fleksibilitas, dicapai dengan mempertimbangkan kemungkinan 
pertumbuhan fisik/pemekaran lingkungan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik 
lingkungan dan keterpaduan prasarana; 

6) kriteria keterjangkauan jarak, dicapai dengan mempertimbangkan jarak 
pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan 
terhadap penempatan sarana dan prasarana-utilitas lingkungan; dan 

7) kriteria lingkungan berjati diri, dicapai dengan mempertimbangkan keterkaitan 
dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual 
terhadap lingkungan tradisional/lokal setempat. 

b) Lokasi perencanaan perumahan harus berada pada lahan yang jelas status 
kepemilikannya, dan memenuhi persyaratan administratif, teknis dan ekologis.  

c) Keterpaduan antara tatanan kegiatan dan alam di sekelilingnya, dengan 
mempertimbangkan jenis, masa tumbuh dan usia yang dicapai, serta pengaruhnya 
terhadap lingkungan, bagi tumbuhan yang ada dan mungkin tumbuh di kawasan yang 
dimaksud.  

 
4.3    Persyaratan fisik  
 
Ketentuan dasar fisik lingkungan perumahan harus memenuhi faktor-faktor berikut ini: 
a) Ketinggian lahan tidak berada di bawah permukaan air setempat, kecuali dengan 

rekayasa/ penyelesaian teknis.  
b) Kemiringan lahan tidak melebihi 15% (lihat Tabel 2) dengan ketentuan: 

1) tanpa rekayasa untuk kawasan yang terletak pada lahan bermorfologi datar-
landai dengan kemiringan 0-8%; dan 

2) diperlukan rekayasa teknis untuk lahan dengan kemiringan 8-15%. 
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Tabel 2   Kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kemiringan lereng 

 
 

Kelas Sudut Lereng (%) Peruntukan 
Lahan 0-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-30 30-40 >40 

Jalan raya         
Parkir         
Taman bermain         
Perdagangan         
Drainase         
Permukiman         
Trotoar         
Bidang resapan 
septik 

        

Tangga umum         
Rekreasi         

 
 
5  Asumsi dan kebutuhan informasi  
 
5.1 Data dasar lingkungan perumahan  
 
1 RT : terdiri dari 150 – 250 jiwa penduduk 
1 RW 

:
(2.500 jiwa penduduk) 
terdiri dari 8 – 10 RT 

1 kelurahan (≈ lingkungan) 
:

(30.000 jiwa penduduk) 
terdiri dari 10 – 12 RW 

1 kecamatan 
:

(120.000 jiwa penduduk) 
terdiri dari 4 – 6 kelurahan / lingkungan 

1 kota : terdiri dari sekurang-kurangnya 1 kecamatan   
  
 
Penentuan asumsi dasar satuan unit lingkungan dapat dipertimbangkan dan disesuaikan 
dengan kondisi konteks lokal yang telah dimiliki. Contoh kasus di daerah Bali, satuan unit 
lingkungan RW ≈ banjar dinas, satuan unit lingkungan kelurahan ≈ lingkungan ≈ desa 
dinas. Sedangkan kasus di daerah Padang, satuan unit lingkungan kelurahan ≈ nagari  
yang terdiri dari  > 10 RW.   
 
 
5.2    Asumsi dasar lingkungan perumahan  
 
Jumlah penghuni rumah rata-rata : 5 jiwa 
Kecepatan rata-rata pejalan kaki : 4.000 m / jam 
Jarak ideal jangkauan pejalan kaki  : 400 m 

 
 
 

5.3    Lembar kontrol kebutuhan data dan informasi untuk analisis  
 
Berbagai kebutuhan data dan informasi akan diperlukan pada saat memulai suatu 
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perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Data dan informasi ini tidak saja dalam 
rangka memenuhi persyaratan kelengkapan administratif bagi lingkungan tersebut, 
melainkan juga memenuhi kebutuhan sumber data pada saat analisis perencanaan 
lingkungan perumahan di perkotaan. Data dan informasi tersebut dirangkum dalam tabel di 
bawah ini dan berlaku sebagai suatu lembar kontrol (check list).  

 
 

Tabel 3      Lembar kontrol kebutuhan data dan informasi untuk keperluan analisis  
  perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan 

 
 

No. Jenis data yang diperlukan Keluaran untuk Analisis 
1 Data Teknis 

Kependudukan 
1. jumlah penduduk; 
2. jumlah penduduk menurut usia; 
3. jumlah penduduk menurut jenis 

kelamin; 
4. jumlah penduduk menurut 

pendidikan; 
5. jumlah penduduk menurut agama; 
6. jumlah kepala keluarga; 
7. jumlah anggota keluarga per KK; 
8. tingkat pendapatan penduduk; 

dan 
9. jenis pekerjaan penduduk. 

1. jenis sarana; 
2. kebutuhan luas ruang sarana; 
3. bentuk / jenis sarana; 
4. kebutuhan luas lahan sarana; 
5. program ruang bangunan sarana; 
6. kebutuhan perkembangan 

lingkungan; 
7. fasilitas / sarana lingkungan; dan 
8. peningkatan kemampuan kerja. 
 

2 Kondisi Sosial 
Budaya Penduduk  

1. karakteristik sosial budaya; 
2. deskripsi historis; 
3. struktur dan pola hidup 

kemasyarakatan; 
4. deskripsi konteks dan karakter 

sosial budaya setempat (rutinitas 
adat, aktifitas, norma adat 
setempat, dan lain-lain); dan 

5. pola penyebaran penduduk. 
 

1. pola dan zoning lingkungan; 
2. kriteria dan karakter perumahan 

yang kontekstual pada karakter 
setempat; 

3. pola tata ruang dari bangunan dan 
sarana lingkungan; 

4. kebutuhan jenis sarana 
lingkungan; 

5. kebutuhan program ruang pada 
sarana lingkungan; dan 

6. distribusi sarana komunikasi dan 
transportasi. 

  6.     sarana lingkungan eksisting dan 
sekitar, meliputi: 

• jenis dan macam fasilitas; 
• kapasitas pelayanan; 
• lokasi dan lingkup pelayanan  
• pola penyebaran; dan 
• pencapaian ke sarana di luar 

lingkungan perumahan. 

1. jenis kebutuhan sarana; 
2. jumlah dan daya tampung sarana; 

dan 
3. lingkup pelayanan dan jarak antar 

sarana. 
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Tabel 3    (lanjutan) 
 

No Jenis data yang diperlukan Keluaran untuk Analisis 
1.    topografi, meliputi: 
• kondisi fisik permukaan tanah; 
• kemiringan lahan; 
• lapisan geologis tanah (layering); 

dan 
• kedalaman muka air tanah. 
 

1. pembentukan muka tanah; 
2. bentuk bangunan dan kawasan; 
3. rancangan sistem drainase; 
4. rancangan dan pola jalan; 
5. rancangan sistem sanitasi; 
6. pola tata ruang; 
7. pola pembatasan lahan yang boleh 

terbangun;  
8. pola alokasi kawasan lindung; dan 
9. alokasi kawasan cadangan. 

2.    geografi, meliputi: 
• letak geografis lokasi 

perencanaan terhadap kawasan 
lain; 

• sarana yang ada di sekitar area 
sesuai dengan tata guna lahan; 
dan 

• batas administrasi. 

1. jarak sarana; 
2. jumlah sarana; 
3. bentuk sarana; 
4. radius / ruang lingkup layanan 

sarana; dan 
5. hubungan ketata ruangan lokasi 

perencanaan dengan lingkungan 
sekitar. 

3.     iklim, meliputi: 
• orientasi matahari; 
• lama penyinaran matahari; 
• temperatur rata-rata; 
• kelembaban; 
• curah hujan rata-rata; 
• musim; 
• iklim mikro; dan 
• kecepatan angin. 

1. lokasi / letak sarana; 
2. jenis penghubung antar bangunan; 
3. bentuk bangunan; 
4. orientasi bangunan; 
5. tata letak bangunan; 
6. ventilasi; 
7. bukaan untuk penerangan alami 

siang hari; 
8. hubungan sirkulasi antar bangunan 

/ sarana lingkungan; dan 
9. kriteria penyelesaian fisik dan 

karakter bangunan dan sarana 
lingkungan. 

4.     bencana alam, meliputi: 
• angin puyuh; 
• gempa bumi; 
• banjir; 
• longsor; dan 
• bencana alam lainnya. 

1. tinggi muka tanah; 
2. stuktur / konstruksi; 
3. tata letak bangunan; dan 
4. kriteria preservasi kawasan lindung 

dan area cadangan. 
 

5.     vegetasi eksisting dan sekitar, 
meliputi: 

• jenis pohon atau tumbuhan; 
• ketahanan pohon dan pengaruh 

terhadap lingkungan; 
• masa tumbuh; 
• tinggi maksimal yang dapat 

dicapai; 
• pola pertumbuhan tanaman; dan 
• kemungkinan pemanfaatan 

tanaman oleh penduduk sekitar. 

1. pola tata hijau; 
2. bentuk ruang luar; 
3. jenis pohon yang akan ditanam; 
4. kriteria pemanfaatan dan 

pemeliharaan; 
5. pola tata ruang dari bangunan dan 

sarana lingkungan; 
6. integrasi desain RTH dan Jalur 

Hijau; 
7. penyelesaian sirkulasi dan karakter 

wajah jalan (streetscape); dan 
8. penyelesaian karakter wajah 

bangunan sepanjang jalan 
(facade). 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kondisi Fisik Area 
Perencanaan dan 
Lingkungan 
Sekitar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.     sarana lingkungan eksisting dan 
sekitar, meliputi: 

• jenis dan macam fasilitas; 
• kapasitas pelayanan; 
• lokasi dan lingkup pelayanan  
• pola penyebaran; dan 
• pencapaian ke sarana di luar 

lingkungan perumahan. 

9. jenis kebutuhan sarana; 
10. jumlah dan daya tampung sarana; 

dan 
11. lingkup pelayanan dan jarak antar 

sarana. 
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Tabel 3   (lanjutan) 
 
 

No. Jenis data yang diperlukan Keluaran untuk Analisis 
4 Karakter Fisik Area 

Perencanaan dan 
Lingkungan 
Sekitar  

1. pola gubahan tata ruang 
lingkungan perencanaan dan 
sekitar (urban fabric); 

• wajah jalan (streetscape) sekitar; 
• wajah bangunan jalan sekitar 

(facade); 
• pola blok hunian dan sarana; 
• pola pertumbuhan; dan 
• pencapaian ke sarana di luar 

lingkungan perumahan. 

1.   jenis kebutuhan sarana; 
2.   jumlah dan daya tampung sarana; 

dan 
3.   lingkup pelayanan dan jarak antar 

sarana. 

5 Peraturan 
Setempat 

1. rencana tata ruang, meliputi: 
• peruntukan lahan; 
• rencana kepadatan penduduk; 
• rencana jaringan jalan; 
• rencana jaringan transportasi 

umum; 
• rencana sistem drainase; 
• rencana sistem pengolahan 

limbah dan sampah; 
• rencana jaringan listrik; 
• rencana jaringan telepon; 
• rencana jaringan air bersih; 
• Koefisien Dasar Bangunan 

(KDB); 
• Koefisien Lantai Bangunan 

(KLB); dan 
• Garis Sempadan Bangunan 

(GSB). 

1. pola tata ruang; 
2. jenis kegiatan; 
3. jenis sarana yang dibutuhkan; 
4. lingkup pelayanan sarana; 
5. lebar jalan; 
6. sistem transportasi; 
7. teknologi sistem pengolahan 

limbah dan sampah; 
8. kebutuhan dan sistem distribusi 

listrik dan telepon; dan 
9. kebutuhan dan sistem penyediaan 

air bersih. 

  2. peraturan bangunan, meliputi: 
• arsitektur bangunan; 
• keselamatan bangunan; dan 
• bahan bangunan. 

1. luas bangunan; 
2. jumlah lantai; 
3. tinggi bangunan; 
4. jarak bangunan; 
5. bentuk bangunan; 
6. sistem struktur dan konstruksi  

bangunan; 
7. sistem pencegahan kebakaran; 

dan 
8. bahan bangunan. 

 
CATATAN   butir-butir pada lembar kontrol ini dirangkum dari prediksi berbagai kemungkinan 
kebutuhan data dan informasi pada perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan secara umum. 
Berbagai penyesuaian dan justifikasi berupa penambahan dan pengurangan terhadap butir yang ada 
dimungkinkan untuk disesuaikan  dengan kondisi spesifik setempat.  
 
 
6    Perencanaan kebutuhan sarana hunian  
 
6.1    Ketentuan dasar perencanaan  
 
Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang selain berfungsi sebagai tempat 
berteduh dan melakukan kegiatan sehari-hari dalam keluarga, juga berperan besar dalam 
pembentukan karakter keluarga. Sehingga selain harus memenuhi persyaratan teknis 
kesehatan dan keamanan, rumah juga harus memberikan kenyamanan bagi penghuninya, 
baik kenyamanan thermal maupun psikis sesuai kebutuhan penghuninya.  
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Untuk merencanakan bangunan rumah yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan, 
keamanan dan kenyamanan, data dan informasi yang perlu dipersiapkan: 
a) jumlah dan komposisi anggota keluarga;  
b) penghasilan keluarga; 
c) karakteristik nilai sosial budaya yang membentuk kegiatan berkeluarga dan 

kemasyarakatan; 
d) kondisi topografi dan geografi area rencana sarana hunian; 
e) kondisi iklim; suhu, angin, kelembaban kawasan yang direncanakan; 
f) pertimbangan gangguan bencana alam; 
g) kondisi vegetasi eksisting dan sekitar; dan 
h) peraturan setempat, seperti rencana tata ruang yang meliputi GSB, KDB, KLB, dan 

sejenisnya, atau peraturan bangunan secara spesifik, seperti aturan khusus arsitektur, 
keselamatan dan bahan bangunan. 

 
Kebutuhan data dan informasi pada perencanaan bangunan sarana hunian ini dapat 
mengacu  secara terinci pada peraturan lain mengenai hal tersebut. 

 
6.2    Penggolongan  
 
Acuan penggolongan sarana hunian ini berdasarkan beberapa ketentuan / peraturan yang 
telah berlaku, berdasarkan tipe wujud fisik arsitektural dibedakan atas: 
a) Hunian Tidak Bertingkat 

Hunian tidak bertingkat adalah bangunan rumah yang bagian huniannya berada 
langsung di atas permukaan tanah, berupa rumah tunggal, rumah kopel dan rumah 
deret. Bangunan rumah dapat bertingkat dengan kepemilikan dan dihuni pihak yang 
sama. 

b) Hunian Bertingkat  
Hunian bertingkat adalah rumah susun (rusun) baik untuk golongan berpenghasilan 
rendah (rumah susun sederhana sewa), golongan berpenghasilan menengah (rumah 
susun sederhana) dan maupun golongan berpenghasilan atas (rumah susun mewah ≈ 
apartemen). Bangunan rumah bertingkat dengan kepemilikan dan dihuni pihak yang 
berbeda dan terdapat ruang serta fasilitas bersama. 

 
Tabel 4   Penggolongan sarana hunian  

 
Berdasarkan Wujud 

Fisik Arsitektural Berdasarkan Keterjangkauan Harga 
Penggolongan 

Hunian Jenis 
Penyediaan 

Fasilitas 
Penunjang 

Jenis Target Pasar 
Pemakai Kepemilikan 

rumah 
tunggal   privat/sewa 

rumah  
kopel   privat/sewa Hunian Tidak 

Bertingkat 
rumah  
deret 

berupa 
sarana 

lingkungan 
bersama 

  privat/sewa 

rumah susun 
sederhana sewa 

gol. ekonomi 
rendah sewa 

rumah susun 
sederhana 

gol. ekonomi 
menengah privat/sewa Hunian 

Bertingkat 
≈ rumah 
susun 

berupa 
fasilitas 
bersama 

dalam  
bangunan 

hunian 
rumah susun 

mewah 
gol. ekonomi 

tinggi privat/sewa 

CATATAN   Rangkuman analisis penggolongan sarana hunian 
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6.3    Persyaratan dan kriteria 
 
6.3.1    Hunian tidak bertingkat 
 
Dalam merencanakan bangunan rumah harus memperhatikan keselamatan dan 
kenyamanan rumah dengan mengacu pada standar-standar sebagaimana diuraikan pada 
berbagai SNI dan peraturan lainnya yang telah diberlakukan.  

 
6.3.2    Hunian bertingkat ( ≈ rumah susun) 
 
Hunian bertingkat dapat dikembangkan pada kawasan-lingkungan perumahan yang 
direncanakan untuk kepadatan penduduk >200 Jiwa/ha, berdasarkan Rencana Tata Ruang 
Wilayah atau dokumen rencana lainnya, yaitu kawasan-kawasan: 
a) pusat kegiatan kota; 
b) kawasan-kawasan dengan kondisi kepadatan penduduk sudah mendekati atau 

melebihi 200 jiwa/ha; dan 
c) kawasan-kawasan khusus yang karena kondisinya memerlukan rumah susun, seperti 

kawasan-kawasan industri, pendidikan dan campuran. 
 

Tabel 5   Kebutuhan rumah susun berdasarkan kepadatan penduduk 
 

Kepadatan Klasifikasi 
Kawasan Rendah Sedang Tinggi Sangat Padat 

Kepadatan 
penduduk 

< 150          
jiwa/ha 

151 – 200 
jiwa/ha 

200 – 400 
jiwa/ha 

> 400         
jiwa/ha 

Kebutuhan 
Rumah Susun 

Alternatif 
(untuk 

kawasan 
tertentu) 

Disarankan 
(untuk pusat-

pusat kegiatan 
kota dan 
kawasan 
tertentu) 

Disyaratkan 
(peremajaan 
lingkungan 

permukiman 
perkotaan) 

Disyaratkan 
(peremajaan 
lingkungan 

permukiman 
perkotaan) 

CATATAN   Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.  
 
 
Pembangunan hunian bertingkat mempertimbangkan hal-hal berikut;  
a) Rumah susun terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: 

bagian pribadi, yaitu satuan hunian rumah susun (sarusun) 
bagian bersama, yaitu bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk 
pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun dan 
dapat berupa ruang untuk umum, struktur dan komponen kelengkapan rumah susun, 
prasarana lingkungan dan sarana lingkungan yang menyatu dengan bagunan rumah 
susun. 
Benda bersama, yaitu benda yang terletak di atas tanah bersama di luar bangunan 
rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam 
kesatuan fungsi dengan rumah susun dan dapat berupa prasarana lingkungan dan 
sarana umum. 
Tanah bersama, yaitu bagian lahan yang dibangun rumah susun.   

 
b) Rumah susun harus dilengkapi sarana lingkungan yang berfungsi untuk 

penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, 
termasuk sarana perniagaan, sarana ibadah, sarana kesehatan, sarana peribadatan, 
sarana pemerintahan dan pelayanan umum serta pertamanan. 
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c) Bangunan rumah susun harus dilengkapi dengan alat transportasi bangunan, pintu dan 
tangga darurat kebakaran, alat dan sistem alarm kebakaran, alat pemadam kebakaran, 
penangkal petir, dan jaringan-jaringan air bersih, saluran pembuangan air hujan, 
saluran pembuangan air limbah, tempat pewadahan sampah, tempat jemuran, 
kelengkapan pemeliharaan bangunan, jaringan listrik, generator listrik, gas, tempat 
untuk kemungkinan pemasangan jaringan telepon dan alat komunikasi lainnya, yang 
memenuhi persyaratan teknis, mengacu kepada Standar Nasional atau peraturan 
bangunan gedung yang sudah ada. 

 
 
6.4    Besaran dan luas  
 
6.4.1    Hunian tidak bertingkat    
 
Untuk menentukan luas minimum rata-rata perpetakan tanah didasarkan pada faktor-faktor 
kehidupan manusia (kegiatan), faktor alam dan peraturan bangunan. Luas lantai minimum 
per orang dapat diperhitungkan dengan rumusan : 

 
Rumus 1  Kebutuhan luas lantai minimum hunian per orang 

 
     

   U  
 L per orang = -------  
    Tp  
     

 
Keterangan: 
L per orang : Luas lantai hunian per orang 
U  : Kebutuhan udara segar/orang/jam dalam satuan m3 
Tp  : Tinggi plafon minimal dalam satuan m 
 
CATATAN    Acuan dari Data Arsitek, Neufert, Ernst, Jilid I-II 
 
 
Berdasarkan kegiatan yang terjadi didalam rumah hunian, yaitu; tidur (ruang tidur), masak, 
makan (dapur), mandi (kamar mandi), duduk (ruang duduk/ruang tamu), kebutuhan udara 
segar per orang dewasa per jam 16 - 24 m3 dan per anak-anak per jam 8 - 12 m3 , dengan 
pergantian udara dalam ruang sebanyak-banyaknya 2 kali per jam dan tinggi plafon rata-rata 
2,5 m, maka luas lantai per orang (Acuan dari Data Arsitek, Neufert, Ernst, Jilid I-II) : 

 
 

Rumus 2  Kebutuhan luas lantai minimum hunian per orang bagi dewasa dan anak 
 
 

               

L per  U dws  24 m3     L per  U ank  12 m3     
orang = --------- = --------- = 9,6 m2  orang = -------- = --------- = 4,8 m2 

dewasa  Tp  2,5 m    anak  Tp  2,5 m   
               

 
Keterangan: 
Udws  : Kebutuhan udara segar/orang dewasa/jam dalam satuan m3 
Uank   : Kebutuhan udara segar/orang anak-anak/jam dalam satuan m3 

Tp  : Tinggi plafon minimal dalam satuan m 
 
CATATAN  Acuan dari Data Arsitek, Neufert, Ernst, Jilid I-II 
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Jadi bila 1 kk terkecil rata-rata terdiri dari 5 orang (ayah + ibu + 3 anak) maka kebutuhan luas 
lantai minimum dihitung sebagai berikut : 
 
- Luas lantai utama  =  (2x9,6) + (3x4,8) m2 =  33,6 m2 
- Luas lantai pelayanan =  50% x 33,6 m2 =  16,8 m2 
- Total Luas Lantai   =  51    m2 
 
Jika koefisien dasar bangunan 50%, maka luas kaveling minimum untuk keluarga dengan 
anggota 5 orang : 

 
Rumus 3  Kebutuhan kavling minimum 

 
       

  100     
L kav minimum = -------- x 51 m2 = 100 m2 
(1 kel = 5 orang)  50     

       

 
Keterangan: 
K kav minimum  : Luas kavling minimum 
 
CATATAN  Acuan dari Data Arsitek, Neufert, Ernst, Jilid I-II 
 
6.4.2    Hunian Bertingkat ( ≈ rumah susun) 
 
d) Rancangan bangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan keamanan, 

keselamatan, kesehatan dan kenyamanan bagi penghuni dan/atau pemakainya, 
sebagaimana ketentuan untuk bangunan hunian tidak bertingkat. 

e) Selain harus memenuhi persyaratan keselamatan dan kenyamanan teknis 
sebagaimana diuraikan pada Ketentuan umum tentang rancangan bangunan (4.5), 
rancangan bangunan hunian bertingkat juga harus mengacu pada ketentuan-ketentuan 
yang diatur dalam standar sebagai berikut: 

1) SNI 03-2845-1992 tentang Tata cara perencanaan rumah susun modular; 
2) SNI 03-2846-1992 tentang Tata cara perencanaan kepadatan bangunan 

lingkungan, bangunan rumah susun hunian; 
3) SNI 03-6573-2001 tentang Transportasi vertikal 

 
 
7    Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan  
 
7.1    Sarana pemerintahan dan pelayanan umum  
 
7.1.1    Jenis sarana  
 
Yang termasuk dalam sarana pemerintahan dan pelayanan umum adalah:  
a) kantor-kantor pelayanan / administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan; 
b) kantor pelayanan utilitas umum dan jasa; seperti layanan air bersih (PAM), listrik 

(PLN), telepon, dan pos; serta 
c) pos-pos pelayanan keamanan dan keselamatan; seperti pos keamanan dan pos 

pemadam kebakaran. 
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7.1.2    Kebutuhan ruang dan lahan  
 
Dasar penyediaan sarana pemerintahan dan pelayanan umum untuk melayani setiap unit 
administrasi pemerintahan baik yang informal (RT dan RW) maupun yang formal (Kelurahan 
dan Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang dilayani 
oleh sarana tersebut.  
 
Dasar penyediaan sarana ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-
unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan 
grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan 
penempatan penyediaan sarana mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait 
dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.  
 
a) Kebutuhan lahan bagi sarana pada unit RW (2.500 jiwa penduduk) 
 
balai pertemuan warga    luas lahan min.    300 m2 
pos hansip        luas lahan min.      12 m2 
gardu listrik       luas lahan min.      30 m2 
telepon umum, bis surat,  
bak sampah  kecil     luas lahan min.      30 m2 

parkir umum      luas lahan min.    100 m2 
(standar satuan parkir = 25 m2)  

 
Pada kasus lingkungan perumahan dengan kondisi tertentu, dimana masyarakat belum 
mampu menyiapkan sarana mandi, cuci, buang air, dalam rumah tinggalnya masing-masing, 
dapat dilengkapi dengan sarana pelayanan umum MCK bersama. Ketentuan pembangunan 
MCK bersama adalah : 

satu jamban / unit dan satu kamar mandi/unit melayani 12 KK ≈ 60 orang 
sarana dan prasarana air bersih, saluran pembuangan, peresapan, septitanc  
luas minimal bangunan 3.0 x 7.0 m2 ≈ 21.0 m2 
luas minimal lahan  6.0 x 7.0 m2 ≈ 42.0 m2 
lokasi terletak di pusat lingkungan tingkat 250 penduduk (RT).  

 
CATATAN Acuan hitungan diambil dari: 
-  Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan Komponen Prasarana dan Sarana Dasar (PSD), 

Perbaikan Lingkungan Perumahan Kota, Buku 2, Direktorat Bina Teknik, Ditjen Cipta Karya, 1996. 
-  SNI  03-2399-1991 tentang Tata cara perencanaan bangunan MCK umum. 

 
Pada kasus tingkat RW, kebutuhan kantor administrasi warga menyesuaikan kondisi 
masyarakat setempat dan sistem pengadaannya adalah swakelola warga. Balai pertemuan 
yang disediakan tidak hanya melayani kegiatan administrasi / kepemerintahan setempat, 
namun sekaligus sebagai penyediaan kebutuhan bagi sarana kebudayaan dan rekreasi dan 
dipakai secara saling berintegrasi. 
Parkir umum yang disediakan akan diintegrasikan dengan kebutuhan balai pertemuan 
warga.  
 
Tempat sampah pada lingkup RW berupa bak sampah kecil, merupakan tempat 
pembuangan sementara sampah-sampah dari rumah yang diangkut gerobak sampah, 
dengan ketentuan sebagai berikut; 
 kapasitas bak sampah kecil minimal 6 m3  
 kapasitas gerobak sampah 2 m3  
 sampah diangkut 3 x 1 minggu (dari rumah ke bak sampah RW) 
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CATATAN  Acuan hitungan diambil dari Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan Komponen 
Prasarana dan Sarana Dasar (PSD), Perbaikan Lingkungan Perumahan Kota, Buku 2, Direktorat Bina 
Teknik, Ditjen Cipta Karya, 1996. 

 
b) Kebutuhan lahan bagi sarana pada unit Kelurahan (30.000 jiwa penduduk) 
 
kantor kelurahan      luas lahan min. 1.000 m2 
pos kamtib         luas lahan min.    200 m2 
pos pemadam kebakaran   luas lahan min.    200 m2 
agen pelayanan pos    luas lahan min.      72 m2 
loket pembayaran air bersih  luas lahan min.      60 m2 
loket pembayaran listrik    luas lahan min.      60 m2 
telepon umum, bis surat,    
bak sampah besar    luas lahan min.      60 m2 
parkir umum     luas lahan min.    500 m2 
(standar satuan parkir = 25 m2)   
Gedung serba guna yang akan disediakan sebagai sarana kebudayaan dan rekreasi ini 
dapat sekaligus melayani kebutuhan kegiatan administrasi/kepemerintahan setempat, 
kegiatan warga seperti; karang taruna, PKK, dan sebagainya.  
Kebutuhannya: 
balai serba guna / balai karang taruna luas lahan min. 1.000 m2 

  luas lantai min.    500 m2 
Parkir umum yang disediakan akan diintegrasikan antara kebutuhan kantor kelurahan 
dengan kebutuhan gedung serba guna / balai karang taruna ini.  
Tempat sampah pada lingkup Kelurahan berupa bak sampah besar, merupakan tempat 
pembuangan sementara sampah-sampah dari lingkungan RW yang diangkut gerobak 
sampah, dengan ketentuan sebagai berikut; 

kapasitas bak sampah besar minimal 12-15 m3  
sampah diangkut 3 x 1 minggu (dari bak sampah RW ke bak sampah Kelurahan) 
sampah diangkut 3 x 1 minggu (dari bak sampah Kelurahan ke TPA kota)  

 
CATATAN Acuan hitungan diambil dari Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan Komponen 
Prasarana dan Sarana Dasar (PSD), Perbaikan Lingkungan Perumahan Kota, Buku 2, Direktorat Bina 
Teknik, Ditjen Cipta Karya, 1996. 

 
c) Kebutuhan lahan bagi sarana pada unit Kecamatan (120.000 jiwa penduduk) 
 
kantor kecamatan     luas lahan min. 2.500 m2 
kantor polisi      luas lahan min. 1.000 m2 
pos pemadam kebakaran    luas lahan min. 1.000 m2 
kantor pos pembantu    luas lahan min.    500 m2 
stasiun telepon otomat dan  
agen pelayanan gangguan telepon luas lahan min. 1.000 m2 
balai nikah / KUA / BP4    luas lahan min.    750 m2 
telepon umum, bis surat    luas lahan min.      80 m2 
parkir umum     luas lahan min. 2.000 m2 
(standar satuan parkir = 25 m2)   
Gedung pertemuan / serba guna yang akan disediakan sebagai sarana kebudayaan dan 
rekreasi ini dapat sekaligus melayani kebutuhan aktifitas administrasi / kepemerintahan 
setempat ataupun warga.  
Kebutuhannya: 
gedung pertemuan / serba guna   luas lahan min. 2.500 m2 

luas lantai min. 1.500 m2 
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Parkir umum yang disediakan akan diintegrasikan antara kebutuhan kantor kecamatan 
dengan kebutuhan gedung pertemuan / serba guna ini.  
 
CATATAN Acuan hitungan diambil dari Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan Komponen 
Prasarana dan Sarana Dasar (PSD), Perbaikan Lingkungan Perumahan Kota, Buku 2, Direktorat Bina 
Teknik, Ditjen Cipta Karya, 1996. 

 
Tabel 6   Kebutuhan sarana pemerintahan dan pelayanan umum 

 
Kebutuhan Per 
Satuan Sarana Kriteria 

No. Jenis Sarana 

Jumlah 
Penduduk 

pendukung 
 

(jiwa) 

Luas 
Lantai 
Min. 
(m2) 

Luas 
Lahan 
Min. 
(m2) 

Standard 
 

(m2/jiwa) Radius 
pencapaian Lokasi dan Penyelesaian 

1.  Balai 
pertemuan 

2.500 150 300 0,12  

2. pos hansip 2.500 6 
 

12 0,06 500 m’ 

Di tengah kelompok bangunan 
hunian warga, ataupun di 
akses keluar/masuk dari 
kelompok bangunan.  
Dapat berintegrasi dengan 
bangunan sarana yang lain. 

3. gardu listrik 2.500 20 
 

30 0,012 500 m’ Lokasi dan bangunannya 
harus mempertimbangkan 
keamanan dan kenyamanan 
sekitar.  

4. telepon umum, 
bis surat  

2.500 - 
 

30 0,012 500 m’ Lokasinya disebar pada titik-
titik strategis atau di sekitar 
pusat lingkungan. 

5.  parkir umum  

R
 W

 

2.500 - 100 0,04  Dilokasikan dapat melayani 
kebutuhan bangunan sarana 
kebudayaan dan rekreasi lain  
berupa balai pertemuan warga. 

6. Kantor 
kelurahan 

30.000 500 1.000 0,033  

7. pos kamtib 30.000 72 200 0,006  
8. pos pemadam 

kebakaran 
30.000 72 200 0,006  

9. Agen 
pelayanan pos  

30.000 36 72 0,0024  

10. Loket 
pembayaran air 
bersih 

30.000 21 60 0,002 
 

11. Loket 
pembayaran 
listrik 

30.000 21 60 0,002 

 

Dapat dijangkau dengan 
kendaraan umum. 
Beberapa sarana dapat 
digabung dalam satu atau 
kelompok bangunan pada 
tapak yang sama. 
Agen layanan pos dapat 
bekerja sama dengan pihak 
yang mau berinvestasi dan 
bergabung dengan sarana lain 
dalam bentuk wartel, warnet, 
atau  warpostel.  
Loket pembayaran air bersih 
dan listrik lebih baik saling 
bersebelahan.  

12. telepon umum, 
bis surat, bak 
sampah kecil  

30.000 - 80 0,003 
 

Lokasinya disebar pada titik-
titik strategis atau di sekitar 
pusat lingkungan. 

13. parkir umum  

K
 e

 l 
u 

r a
 h

 a
 n

 

30.000 - 500 0,017 

 

Dilokasikan dapat melayani 
kebutuhan bangunan sarana 
kebudayaan dan rekreasi lain  
berupa geduang serba guna / 
balai karang taruna. 

14. Kantor 
kecamatan 

120.000 1.000 2.500 0,02  

15. kantor polisi 120.000 500 1.000 0,001  
16. pos pemadam 

kebakaran 
120.000 500 1.000 0,001  

17. kantor pos 
pembantu 

120.000 250 500 0,004  

18. Stasiun 
telepon otomat 
dan agen 
pelayan-an 
gangguan 
telepon 

K
 e

 c
 a

 m
 a

 t 
a 

n 

120.000 500 1.000 0,008 3 - 5 km 

Dapat dijangkau dengan 
kendaraan umum. 
Beberapa sarana dapat 
digabung dalam satu atau 
kelompok bangunan pada 
tapak yang sama. 
Lokasinya mempertimbangkan 
kemudahan dijangkau dari 
lingkungan luar. 
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Tabel 6   (lanjutan) 
 

Kebutuhan Per 
Satuan Sarana Kriteria 

No. Jenis Sarana 

Jumlah 
Penduduk 

pendukung 
 

(jiwa) 

Luas 
Lantai 
Min. 
(m2) 

Luas 
Lahan 
Min. 
(m2) 

Standard 
 

(m2/jiwa) Radius 
pencapaian Lokasi dan Penyelesaian 

       
19. balai nikah / 

KUA / BP4 
120.000 250 750 0,006  Lokasinya harus strategis 

untuk memudahkan dicari dan 
dijangkau oleh pengunjung di 
luar kawasan. 

20. Telepon umum, 
bis surat, bak 
sampah besar  

120.000 - 80 0,003   Lokasinya disebar pada titik-
titik strategis atau di sekitar 
pusat lingkungan. 

21. parkir umum  

 

120.000 - 2000 0,017   Dilokasikan dapat melayani 
kebutuhan bangunan sarana 
kebudayaan dan rekreasi lain  
berupa balai pertemuan warga. 

 
CATATAN    Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota  
 
 
7.2    Sarana pendidikan dan pembelajaran  
  
7.2.1    Deskripsi umum  
 
Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi 
pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang formal (Kelurahan, Kecamatan), 
dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana 
tersebut.  
 
Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain 
keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait 
dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks 
lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan 
jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi 
untuk melayani pada area tertentu.  
 
Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan 
dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar 
harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta 
sikap secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus 
memperhatikan: 
a) berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan;  
b) optimasi daya tampung dengan satu shift; 
c) effisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu;  
d) pemakaian sarana dan prasarana pendukung; 
e) keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis 

sarana lingkungan lainnya.  
 
7.2.2    Jenis sarana  
 
Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan 
yang bersifat formal / umum, yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-kanak); tingkat 
dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU).  
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Adapun penggolongan jenis sarana pendidikan dan pembelajaran ini meliputi:  
a) taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan 

mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan 
bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;  

b) sekolah dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang 
menyelenggarakan program enam tahun; 

c) sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan 
dasar yang menyelenggarakan proram tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD); 

d) sekolah menengah umum (SMU), yang merupakan satuan pendidikan yang 
menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan 
pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke 
jenjang pendidikan tinggi; 

e) sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan 
umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana 
untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta 
sarana penunjang pendidikan.  

 
7.2.3    Kebutuhan ruang dan lahan  
 
Berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan pada penentuan kebutuhan ruang dan 
lahan adalah: 
a) Penyediaan jumlah sarana pendidikan dan pembelajaran yang harus disediakan 

didasarkan pada Tabel 9.  
b) Kebutuhan sarana pendidikan prabelajar serta pendidikan tingkat dasar dan 

menengah, harus direncanakan berdasarkan perhitungan proyeksi jumlah siswa 
dengan cara sebagaimana Rumus 2, Rumus 3, Rumus 4 dan Rumus 5, yang akan 
menentukan tipe sekolah serta kebutuhan jumlah ruang, luas ruang dan luas lahan. 
Rumus 2, Rumus 3, Rumus 4 dan Rumus 5, dipergunakan juga untuk menghitung 
penambahan ruang-ruang belajar pada sekolah-sekolah yang sudah ada. 

c) Perencanaan kebutuhan ruang dan lahan untuk sarana pendidikan didasarkan tipe 
masing-masing sekolah yang dibedakan menurut:  

1) jumlah rombongan belajar; 
2) jumlah peserta didik; 
3) jumlah tenaga kependidikan; kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru,  dan 

tenaga tata usaha; 
4) kebutuhan ruang belajar, ruang kantor, dan ruang penunjang; 
5) luas tanah, dan lingkungan/lokasi sekolah. 

d) Kebutuhan luas lantai dan lahan untuk masing-masing sarana pendidikan tergantung 
pada tipe sekolah untuk masing-masing tingkatan pendidikan. 

 
Untuk perencanaan bangunan SMU, mengacu pada SNI-03-1730-2002 tentang Tata cara 
perencanaan bangunan gedung sekolah menengah umum. 
Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit 
atau kelompok lingkungan yang ada beserta posisi pusat lingkungan yang ada. Tentunya hal 
ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan / blok yang nantinya lahir sesuai konteks 
lingkungannya.  
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Tabel 7   Kebutuhan program ruang minimum 
 

No. Jenis Sarana Program Ruang 

1. Taman Kanak-
kanak 

Memiliki minimum 2 ruang kelas @ 25-30 
murid. Dilengkapi dengan ruang-ruang lain 
dan ruang terbuka/bermain ± 700 m2 

2. Sekolah Dasar 
3. SLTP 

4. SMU 

Memiliki minimum 6 ruang kelas @ 40 murid 
Dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan 
ruang terbuka / bermain ± 3000-7000 m2 

5. Taman Bacaan Memiliki minimum 1 ruang baca @ 15 murid 
 
CATATAN    Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota  
 

Tabel 8   Kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran 
 

Kebutuhan Per 
Satuan Sarana Kriteria 

No. Jenis 
Sarana 

Jumlah 
Penduduk 

pendukung 
(jiwa) 

Luas 
Lantai 
Min. 
(m2) 

Luas 
Lahan 
Min. 
(m2) 

Standard 
(m2/jiwa) Radius 

pencapaian 
Lokasi dan 

Penyelesaian 

Keterangan 

1. Taman 
Kanak-
kanak 

1.250 216 
termasuk 

rumah 
penjaga 

36 m2 

500 0,28 m2/j 500 m’ 2 rombongan 
prabelajar @ 60 
murid dapat 
bersatu dengan 
sarana lain 
 

2. Sekolah 
Dasar 

1.600 633  2.000 1,25 1.000 m’ 

Di tengah 
kelompok warga. 
Tidak 
menyeberang 
jalan raya. 
Bergabung 
dengan taman 
sehingga terjadi 
pengelompokan 
kegiatan. 

3. SLTP 4.800 2.282 9.000 1,88 1.000 m’ 

4. SMU 4.800 3.835 12.500 2,6 3.000 m’ 

Dapat dijangkau 
dengan 
kendaraan umum. 
Disatukan dengan 
lapangan olah 
raga. 
Tidak selalu harus 
di pusat 
lingkungan. 

5. Taman 
Bacaan 

2.500 72 150 0,09 1.000 m’ Di tengah 
kelompok warga 
tidak menyebe-
rang jalan 
lingkungan. 

Kebutuhan harus 
berdasarkan 
perhitungan 
dengan rumus 2, 
3 dan 4. 
Dapat digabung 
dengan sarana 
pendidikan lain, 
mis. SD, SMP, 
SMA dalam satu 
komplek 

 
CATATAN    Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota  
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Tabel 9   Pembakuan tipe SD/MI, SLTP/MTs dan SMU 
 

Tingkat  
Pendidikan 

Tipe 
Sekolah 

Rombongan 
Belajar 

Peserta Didik 
(siswa) 

Lokasi  

Tipe A 12 480 
Tipe B 9 360 SD/MI 
Tipe C 6 240 
Tipe A 27 1.080 
Tipe B 18 720 SLTP/MTs 
Tipe C 9 360 
Tipe A 27 1.080 
Tipe B 18 720 SMU 
Tipe C 9 360 

 
 
 

Dekat dengan 
lokasi ruang 

terbuka 
lingkungan 

 
CATATAN    Acuan diambil dari SNI 03-0733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota  

 
 

Tabel 10   Kebutuhan ruang belajar pada SD/MI, SLTP/MTs dan SMU 
 

Kebutuhan ruang belajar 
Rumus 1 Rumus 2 Rumus 3 Rumus 4 

Tingkat pra belajar Tingkat SD/MI  
(berdasarkan sistem 

pendidikan SD 6 tahun) 

Tingkat SLTP/MTs 
(berdasarkan sistem 

pendidikan SLTP/MTs) 

Tingkat SMU 
(berdasarkan sistem 

pendidikan SMU) 
 
 
 

   

 
Keterangan : 
S kebutuhan jumlah ruang 

belajar tingkat pra 
sekolah; 

UP5 hasil proyeksi anak usia 
pra sekolah selama 5 
tahun; 

Us  jumlah anak usia pra 
sekolah yang sudah 
tertampung;  

a% anak usia pra sekolah 
yang ingin masuk 
pendidikan pra sekolah; 

E daya tampung paling 
efektif dan efisien 
berdasarkan kondisi 
lingkungan 35–40 siswa.  

 
Keterangan : 
S sd  kebutuhan jumlah ruang 

belajar tingkat SD/MI; 
Dp5  hasil proyeksi anak usia 

SD/MI selama 5 tahun; 
DS   jumlah anak usia tingkat 

SD/MI yang sudah 
tertampung; 

d%   presentase jumlah anak 
tingkat SD/MI yang perlu 
memasuki lembaga 
pendidikan tingkat 
SD/MI; 

E      daya tampung paling 
efektif dan efisien 
berdasarkan kondisi 
lingkungan 40 siswa. 

 
Keterangan : 
SSLTP    kebutuhan ruang 

belajar tingkat SLTP; 
LSD5       proyeksi lulusan SD 

selama 5 tahun; 
LSDS      jumlah lulusan SD 

yang dapat ditampung; 
p%      presentase lulusan SD 

yang melanjutkan ke 
SLTP; 

E         daya tampung paling 
efektif dan efisien 
berdasarkan kondisi 
lingkungan 40 siswa. 

 
Keterangan : 
SSLTA kebutuhan ruang 

belajar tingkat SLTA; 
LSLP5 proyeksi lulusan SLTP 

selama 5 tahun sesuai 
data dan instansi yang 
berwenang; 

LSLPS jumlah lulusan SLTP 
yang dapat ditampung; 

a% presentase lulusan 
SLTP yang 
melanjutkan ke STLA; 

E daya tampung paling 
efektif dan efiesien 
berdasarkan kondisi 
lingkungan 40 siswa. 

 
CATATAN     Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan 
kota.  

 
 

          (LSLTP5 – LSLTPS) x a%
SLTA  =     
          E  

           (DP5 – Ds ) x d%
S SD =     
                      E 

(LSD5 – LSDS) x p% 
SSLTP   =                                    

              E 

             (UP5-Us) x a% 
S    =      

     E 
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Tabel 11   Kebutuhan luas lantai dan lahan sarana pendidikan menurut 
tipe sekolah 

Tingkat 
Pendidikan 

Tipe 
Sekolah 

Rombongan 
Belajar 

(rombongan) 

Peserta 
Didik 

(siswa) 

Luas Ruang 
Minimum 

(m2) 

Luas Lahan 
Minimum 

(m2) 
Tipe A 12 480 1.000 3.000 
Tipe B 9 360 633 2.000 SD/MI 
Tipe C 6 240 251 1.000 
Tipe A 27 1.080 3.077 9.000 
Tipe B 18 720 2.282 9.000 SLTP/MTs 
Tipe C 9 360 1.502 6.000 

1 lantai: 15.000 
2 lantai:   9.500 

 
Tipe A 

 
27 

 
1.080 

 
5.233 

3 lantai:   7.000 
1 lantai: 12.500 
2 lantai:   8.000 

 
Tipe B 

 
18 

 
720 

 
3.835 

3 lantai:   5.000 

SMU 

Tipe C 9 360 2.692 10.000 
 
CATATAN    Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan 
kota.  
 
 
7.3    Sarana kesehatan  
 
7.3.1    Deskripsi umum  
 
Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kesehatan kepada 
masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar 
penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana 
tersebut.  
 
Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit 
atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup 
bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan 
penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area 
layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada 
area tertentu.  
 
7.3.2    Jenis sarana  
 
Beberapa jenis sarana yang dibutuhkan adalah  
a) posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia 

balita; 
b) balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk 

dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (currative) 
tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu  juga untuk vaksinasi; 

c) balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA) / Klinik Bersalin), yang berfungsi melayani ibu 
baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai 
dengan 6 tahun; 

d) puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan 
kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam 
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penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan 
pencegahan penyakit di wilayah kerjanya; 

e) puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan 
kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu 
pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil; 

f) tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan 
kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa 
perawatan; dan 

g) apotik, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk 
penyembuhan maupun pencegahan. 

 
 

Tabel 12   Kebutuhan sarana kesehatan  
 

Kebutuhan Per 
Satuan Sarana Kriteria 

No. Jenis 
Sarana 

Jumlah 
Penduduk 

pendukung 
(jiwa) 

Luas 
Lantai 
Min. 
(m2) 

Luas 
Lahan 
Min. 
(m2) 

Standard 
(m2/jiwa) Radius 

pencapaian 
Lokasi dan 

Penyelesaian 

Keterangan 

1. Posyandu 1.250 36 60 0,048 500 Di tengah ke-
lompok 
tetangga tidak 
menyeberang 
jalan raya. 

Dapat berga-
bung dengan 
balai warga 
atau sarana 
hunian/rumah 

2. Balai 
Pengobatan 
Warga 

2.500 150 300 0,12 1.000 m’ Di tengah 
kelompok 
tetangga tidak 
menyeberang 
jalan raya. 

Dapat 
bergabung 
dalam lokasi 
balai warga 

3. BKIA / Klinik 
Bersalin 

30.000 1.500 3.000 0,1 4.000 m’ Dapat 
dijangkau 
dengan 
kendaraan 
umum 

 

4. Puskesmas 
Pembantu 
dan Balai 
Pengobatan 
Lingkungan 

30.000 150 300 0,006  1.500 m’ -idem- Dapat berg-
bung dalam 
lokasi kantor 
kelurahan 

5. Puskesmas 
dan Balai 
Pengobatan 

120.000 420 1.000 0,008 3.000 m’ -idem- Dapat 
bergabung 
dalam lokasi 
kantor 
kecamatan 

6.  Tempat 
Praktek 
Dokter 

5.000 18 - - 1.500 m’ -idem- 

7. Apotik / 
Rumah 
Obat 

30.000 120 250 0,025 1.500 m’ -idem- 

Dapat bersatu 
dengan rumah 
tinggal/tempat 
usaha/apotik 

 
CATATAN    Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan 
kota. 
 
 
7.4    Sarana peribadatan  
 
7.4.1    Deskripsi umum  
 
Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang 
perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang 
ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena 
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berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat penghuni yang 
bersangkutan, maka kepastian tentang jenis dan jumlah fasilitas peribadatan yang akan 
dibangun baru dapat dipastikan setelah lingkungan perumahan dihuni selama beberapa 
waktu. Pendekatan perencanaan yang diatur adalah dengan memperkirakan populasi dan 
jenis agama serta kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi 
bangunan peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religius. 
 
Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit 
atau kelompok lingkungan yang ada. Hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan / 
blok yang nantinya lahir sesuai konteks lingkungannya. Penempatan penyediaan fasilitas ini 
akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar 
sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu.  
 
7.4.2    Jenis sarana  
 
Jenis sarana peribadatan sangat tergantung pada kondisi setempat dengan memperhatikan 
struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau pola masyarakat 
setempat dalam menjalankan ibadah agamanya. 
 
Adapun jenis sarana ibadah untuk agama Islam, direncanakan sebagai berikut; 
a) kelompok penduduk 250 jiwa, diperlukan musholla/langgar; 
b) kelompok penduduk 2.500 jiwa, disediakan masjid; 
c) kelompok penduduk 30.000 jiwa, disediakan masjid kelurahan; dan  
d) kelompok penduduk 120.000 jiwa, disediakan masjid kecamatan. 
 
Untuk sarana ibadah agama lain, direncanakan sebagai berikut: 
a) katolik mengikuti paroki; 
b) hindu mengikuti adat; dan 
c) budha dan kristen protestan mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga. 
 
7.4.3    Kebutuhan ruang dan lahan  
 
Untuk sarana ibadah agama Islam dan Kristen Protestan dan Katolik, kebutuhan ruang 
dihitung dengan dasar perencanaan 1,2 m2/jemaah, termasuk ruang ibadah, ruang 
pelayanan dan sirkulasi pergerakan. 
 
Untuk sarana ibadah agama Islam, luas lahan minimal direncanakan sebagai berikut:   
a) musholla/langgar dengan luas lahan minimal 45 m2; 
b) mesjid dengan luas lahan minimal 300 m2; 
c) mesjid kelurahan dengan luas lahan minimal 1.800 m2; 
d) mesjid kecamatan dengan luas lahan minimal 3.600 m2; 
 
Untuk agama lain, kebutuhan ruang dan lahan disesuaikan dengan kebiasaan penganut 
agama setempat dalam melakukan ibadah agamanya. 
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Tabel 13   Kebutuhan sarana peribadatan  
 

Kebutuhan Per Satuan 
Sarana Kriteria 

No. Jenis 
Sarana 

Jumlah 
Penduduk 

pendukung 
(jiwa) 

Luas 
Lantai Min. 

(m2) 

Luas 
Lahan Min. 

(m2) 

Standard 
(m2/jiwa) Radius 

pencapaian 
Lokasi dan 

Penyelesaian 

1. Musholla/ 
Langgar 

250 45 100 
bila 

bangunan 
tersendiri 

0,36 100 m’ Di tengah kelompok 
tetangga. 
Dapat merupakan 
bagian dari 
bangunan sarana 
lain 

2. Mesjid 
Warga 

2.500 300 600 0,24  1.000 m’ Di tengah kelompok 
tetangga tidak 
menyeberang jalan 
raya. 
Dapat bergabung 
dalam lokasi balai 
warga. 

3. Mesjid 
Lingkungan 
(Kelurahan) 

30.000 1.800 3.600 0,12    Dapat dijangkau 
dengan kendaraan 
umum 

4. Mesjid 
Kecamatan 

120.000 3.600 5.400 
 

0,03    Berdekatan dengan 
pusat lingkungan / 
kelurahan. 
Sebagian sarana 
berlantai 2, KDB 
40% 

5. Sarana 
ibadah 
agama lain 

Tergantung 
sistem 
kekerabatan / 
hirarki 
lembaga 

Tergantung 
kebiasaan 
setempat 

Tergantung 
kebiasaan 
setempat 

- - - 

 
CATATAN   Acuan diambil dari Kota SNI 03-1733-1989, tentang Tata cara perencanaan kawasan 
perumahan kota. 

 
 
7.5    Sarana perdagangan dan niaga  
 
7.5.1    Deskripsi umum  
 
Sarana perdagangan dan niaga ini tidak selalu berdiri sendiri dan terpisah dengan bangunan 
sarana yang lain. Dasar penyediaan selain berdasarkan jumlah penduduk yang akan 
dilayaninya, juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok 
lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan / blok 
yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan 
fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan 
kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.  
 
7.5.2    Jenis sarana  
 
Menurut skala pelayanan, penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah: 
a) toko/warung (skala pelayanan unit RT ≈ 250 penduduk), yang menjual barang-barang 

kebutuhan sehari-hari; 
b) pertokoan (skala pelayanan 6.000 penduduk), yang menjual barang-barang kebutuhan 

sehari-hari yang lebih lengkap dan pelayanan jasa seperti wartel, fotocopy, dan 
sebagainya; 

c) pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan ≈ 30.000 
penduduk), yang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-
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buahan, beras, tepung, bahan-bahan pakaian, pakaian, barang-barang kelontong, alat-
alat pendidikan, alat-alat rumah tangga, serta pelayanan jasa seperti warnet, wartel 
dan sebagainya; 

d) pusat perbelanjaan dan niaga (skala pelayanan unit kecamatan ≈ 120.000 penduduk), 
yang selain menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang kelontong, elektronik, juga 
untuk pelayanan jasa perbengkelan, reparasi, unit-unit produksi yang tidak 
menimbulkan polusi, tempat hiburan serta kegiatan niaga lainnya seperti kantor-kantor, 
bank, industri kecil dan lain-lain. 

 
7.5.3    Kebutuhan ruang dan lahan  
 
Kebutuhan ruang dan lahan untuk sarana ini akan berkaitan juga dengan daya dukung 
lingkungan dan jalan yang ada di sekitar bangunan sarana tersebut. Besaran kebutuhan 
ruang dan lahan menurut penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah: 
a) warung / toko 

Luas lantai yang dibutuhkan ± 50 m2 termasuk gudang kecil. 
Apabila merupakan bangunan tersendiri (tidak bersatu dengan rumah tinggal), luas 
tanah yang dibutuhkan adalah 100 m2. 

b) pertokoan (skala pelayanan untuk 6.000 penduduk) 
Luas  lantai  yang dibutuhkan 1.200 m2. Sedangkan  luas tanah yang  dibutuhkan 
3.000 m2 . Bangunan pertokoan ini harus dilengkapi dengan: 
1) tempat parkir kendaraan umum yang dapat dipakai bersama kegiatan lain pada 

pusat lingkungan;  
2) sarana-sarana lain yang erat kaitannya dengan kegiatan warga;  
3) pos keamanan. 

c) pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan ≈ 30.000 
penduduk) 
Luas tanah yang dibutuhkan: 10.000 m2. Bangunan pusat pertokoan / pasar lingkungan 
ini harus dilengkapi dengan: 
1) tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;  
2) terminal kecil atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;  
3) pos keamanan; 
4) sistem pemadam kebakaran;  
5) musholla/tempat ibadah. 
 

d) pusat perbelanjaan dan niaga (skala pelayanan unit kelurahan ≈ 120.000 penduduk)  
Luas tanah yang dibutuhkan adalah 36.000 m2. Bangunan pusat perbelanjaan harus 
dilengkapi: 
1) tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; 
2) terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan; 
3) pos keamanan; 
4) sistem pemadam kebakaran; 
5) musholla/tempat ibadah. 
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Tabel 14   Jenis sarana perdagangan dan niaga 
 

Kebutuhan Per 
Satuan Sarana Kriteria 

No. Jenis Sarana 
Jumlah 

Penduduk 
pendukung 

(jiwa) 

Luas 
Lantai 
Min. 
(m2) 

Luas 
Lahan 
Min. 
(m2) 

Standard 
(m2/jiwa) Radius 

pencapaian 
Lokasi dan 

Penyelesaian 

1. Toko / 
Warung 

250 50 
(termasuk 

gudang) 

100 
(bila 

berdiri 
sendiri) 

0,4 300 m’ Di tengah 
kelompok tetangga. 
Dapat merupakan 
bagian dari sarana 
lain 

2. Pertokoan 6.000 1.200 3.000 0,5 2.000 m’ Di pusat kegiatan 
sub lingkungan. 
KDB 40% Dapat 
berbentuk P&D 

3. Pusat 
Pertokoan + 
Pasar 
Lingkungan 

30.000  13.500 10.000 0,33   Dapat dijangkau 
dengan kendaraan 
umum 

4. Pusat 
Perbelanjaan 
dan Niaga  
(toko + pasar 
+ bank + 
kantor) 

120.000  36.000 36.000 0,3   Terletak di jalan 
utama. 
Termasuk sarana 
parkir sesuai 
ketentuan 
setempat 

 
CATATAN    Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota  

 
 
7.6    Sarana kebudayaan dan rekreasi   
 
7.6.1    Deskripsi umum  
 
Sarana kebudayaan dan rekreasi merupakan bangunan yang dipergunakan untuk mewadahi 
berbagai kegiatan kebudayaan dan atau rekreasi, seperti gedung pertemuan, gedung serba 
guna, bioskop, gedung kesenian, dan lain-lain. Bangunan dapat sekaligus berfungsi sebagai 
bangunan sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sehingga penggunaan dan 
pengelolaan bangunan ini dapat berintegrasi menurut kepentingannya pada waktu-waktu 
yang berbeda. 
 
7.6.2    Jenis sarana   
 
Penetapan jenis/macam sarana kebudayaan dan rekreasi pada suatu daerah sangat 
tergantung pada kondisi setempat area tersebut, yaitu menyangkut faktor-faktor: 
a) tata kehidupan penduduknya; 
b) struktur sosial penduduknya. 
 
Menurut lingkup pelayanannya, jenis sarana kebudayaan dan rekreasi meliputi: 
a) balai warga/balai pertemuan (skala pelayanan unit RW ≈ 2.500 penduduk); 
b) balai serbaguna (skala pelayanan unit Kelurahan ≈ 30.000 penduduk); 
c) gedung pertemuan/gedung serbaguna (skala pelayanan unit kecamatan ≈ 120.000 

penduduk); 
d) bioskop (skala pelayanan unit kecamatan ≈ 120.000 penduduk). 
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7.6.3    Kebutuhan ruang dan lahan   
 
a) balai warga/balai pertemuan 

Luas lantai yang dibutuhkan        150 m2 
Luas lahan yang dibutuhkan        300 m2 

 
b) balai serbaguna  

Luas lantai yang dibutuhkan        500 m2 

Luas lahan yang dibutuhkan     1.000 m2 
 
c) gedung pertemuan / gedung serbaguna 

Luas lantai yang dibutuhkan     1.500 m2 

Luas lahan yang dibutuhkan     2.500 m2 
 
d) bioskop 

Luas lantai yang dibutuhkan     1.000 m2 

Luas lahan yang dibutuhkan     2.000 m2 

(dapat menjadi bagian dari pusat perbelanjaan dan niaga)  
 

 
Tabel 15   Kebutuhan sarana kebudayaan dan rekreasi 

 
Kebutuhan Per 
Satuan Sarana Kriteria 

No. Jenis Sarana 
Jumlah 

Penduduk 
pendukung 

(jiwa) 

Luas 
Lantai 
Min. 
(m2) 

Luas 
Lahan 
Min. 
(m2) 

Standard 
(m2/jiwa) Radius 

pencapaian 
Lokasi dan 

Penyelesaian 

1. Balai Warga/ 
Balai 
Pertemuan 

2.500 150 300 0,12 100 m’ Di tengah kelompok 
tetangga. 
Dapat merupakan 
bagian dari bangunan 
sarana lain 

2. Balai 
Serbaguna /  
Balai Karang 
Taruna 

30.000 250 500 0,017 100 m’ Di pusat lingkungan. 

3. Gedung 
Serbaguna  

120.000  1.500 3.000 0,025 100 m’ Dapat dijangkau 
dengan kendaraan 
umum 

4. Gedung 
Bioskop 

120.000 1.000 2.000 0,017 100 m’ Terletak di jalan 
utama. 
Dapat merupakan 
bagian dari pusat 
perbelanjaan 

 
CATATAN    Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan 
kota. 

 
 
7.7    Sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga  
 
7.7.1    Deskripsi umum  
 
Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti 
sebagai suatu lansekap, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Peran 
dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Mendagri no. 4 tahun 
1988, yang menyatakan "Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh 
penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfataan dan 
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fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan 
wilayah perkotaan.  
 
7.7.2    Jenis sarana  
 
Penggolongan sarana ruang terbuka hijau di lingkungan perumahan berdasarkan kapasitas 
pelayanannya terhadap sejumlah penduduk. Keseluruhan jenis ruang terbuka hijau tersebut 
adalah :   
a) setiap unit RT ≈ kawasan berpenduduk 250 jiwa dibutuhkan minimal 1 untuk taman 

yang dapat memberikan kesegaran pada kota, baik udara segar maupun cahaya 
matahari, sekaligus tempat bermain anak-anak;  

b) setiap unit RW ≈ kawasan berpenduduk 2.500 jiwa diperlukan sekurang-kurangnya 
satu daerah terbuka berupa taman, di samping daerah-daerah terbuka yang telah ada 
pada tiap kelompok 250 penduduk sebaiknya, yang berfungsi sebagai taman tempat 
main anak-anak dan lapangan olah raga kegiatan olah raga;  

c) setiap unit Kelurahan ≈ kawasan berpenduduk 30.000 jiwa diperlukan taman dan 
lapangan olahraga untuk melayani kebutuhan kegiatan penduduk di area terbuka, 
seperti pertandingan olah raga, upacara serta kegiatan lainnya; 

d) setiap unit Kecamatan ≈ kawasan berpenduduk 120.000 jiwa, harus memiliki sekurang-
kurangnya 1 (satu) lapangan hijau terbuka yang berfungsi sebagai tempat 
pertandingan olah raga (tenis lapangan, bola basket dan lain-lain), upacara serta 
kegiatan lainnya yang membutuhkan tempat yang luas dan terbuka;  

e) setiap unit Kecamatan ≈ kawasan berpenduduk 120.000 jiwa, harus memiliki sekurang-
kurangnya 1 (satu) ruang terbuka yang berfungsi sebagai kuburan/pemakaman umum; 
dan 

f) selain taman dan lapangan olah raga terbuka, harus disediakan jalur-jalur hijau 
sebagai cadangan/sumber-sumber alam, sekaligus berfungsi sebagai filter dari polusi 
yang dihasilkan oleh industri, dengan lokasi menyebar. 

g) diperlukan penyediaan jalur hijau sebagai jalur pengaman lintasan kereta api, dan jalur 
pengaman bagi penempatan utilitas kota, dengan lokasi menyebar;     

h) pada kasus tertentu, mengembangkan pemanfaatan bantaran sungai sebagai ruang 
terbuka hijau atau ruang interaksi sosial (river walk) dan olahraga.  

 
7.7.3    Kebutuhan lahan  
 
Kebutuhan luas lahan ruang terbuka hijau berdasarkan kapasitas pelayanan sesuai jumlah 
penduduk, dengan standar 1 m2 /penduduk. Kebutuhan lahan tersebut adalah: 
a) taman untuk unit RT ≈ 250 penduduk, sekurang-kurangnya diperlukan 250 m2 atau 

dengan standar 1 m2/penduduk.  
b) taman untuk unit RW ≈ 2.500 penduduk, dibutuhkan minimal 1.250 m2 atau dengan 

standar 0,5 m2/penduduk yang lokasinya dapat disatukan dengan pusat kegiatan RW 
lainnya, seperti balai pertemuan, pos hansip dan sebagainya. 

c) taman dan lapangan olah raga untuk unit Kelurahan ≈ 30.000 penduduk, diperlukan 
lahan seluas 9.000 m2 atau dengan standar 0,3 m2/penduduk. 

d) taman dan lapangan  olah raga untuk unit Kecamatan ≈ 120.000 penduduk, diperlukan 
lahan seluas 24.000 m2 (2,4 hektar) atau dengan standar 0,2 m2/penduduk. 

e) dibutuhkan jalur hijau seluas 15m2 / penduduk yang lokasinya menyebar; dan 
f) besarnya lahan kuburan/pemakaman umum tergantung dari sistem penyempurnaan 

yang dianut sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Acuan perhitungan 
luasan berdasarkan angka kematian setempat dan/atau sistem penyempurnaan.  
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7.7.4    Persyaratan dan kriteria  
 
Persyaratan dan kriteria sarana ruang terbuka mempertimbangkan lokasi penempatan dan 
penyelesaian ruang (lihat tabel 18).  
 

Tabel 16 Sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga  
 

No. Jenis Sarana 
Jumlah 

Penduduk 
pendukung 

(jiwa) 

Kebutuhan 
Luas 

Lahan Min. 
(m2) 

Standard 
(m2/jiwa) 

Radius 
pencapaian 

(m) 
Kriteria 

Lokasi dan Penyelesaian 

1. Taman 
/Tempat Main 

250 250 1 100 Di tengah kelompok 
tetangga. 

2. Taman/ 
Tempat Main 

2.500 1.250 0,5 1.000 Di pusat kegiatan lingkungan. 

3. Taman dan 
Lapangan 
Olah Raga 

30.000 9.000 0,3   Sedapat mungkin berkelompk 
dengan sarana pendidikan. 

4. Taman dan 
Lapangan 
Olah Raga 

120.000 24.000 0,2   Terletak di jalan utama. 
Sedapat mungkin 
berkelompok dengan sarana 
pendidikan. 

5. Jalur Hijau - - 15 m  Terletak menyebar. 

6. Kuburan / 
Pemakaman 
Umum  

120.000     Mempertimbangkan radius 
pencapaian dan area yang 
dilayani. 

 
CATATAN    Acuan tabel diambil dari SNI 03-1733-1989, tentang Tata cara perencanaan kawasan 
perumahan kota. 

 
 
7.8    Prasarana/Utilitas – Jaringan jalan  
  
7.8.1    Deskripsi umum  
 
Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan 
kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. 
Dalam merencanakan jaringan jalan, harus mengacu pada ketentuan teknis tentang 
pembangunan prasarana jalan perumahan, jaringan jalan dan geometri jalan yang berlaku, 
terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan jalan pergerakan kendaraan dan 
manusia, dan akses penyelamatan dalam keadaan darurat drainase pada lingkungan 
perumahan di perkotaan. Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman 
Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta 
Karya, 1998.  
 
7.8.2    Jenis prasarana dan utilitas  
 
Jenis prasarana dan utilitas pada jaringan jalan yang harus disediakan ditetapkan menurut 
klasifikasi jalan perumahan yang disusun berdasarkan hirarki jalan, fungsi jalan dan kelas 
kawasan/lingkungan perumahan (lihat Tabel 19 dan Gambar 1). Penjelasan dalam tabel ini 
sekaligus menjelaskan keterkaitan jaringan prasarana utilitas lain, yaitu drainase, sebagai 
unsur yang akan terkait dalam perencanaan jaringan jalan ini.  
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7.8.3    Persyaratan, kriteria, kebutuhan ruang dan lahan 
 
Jalan perumahan yang baik harus dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi 
pergerakan pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara kendaraan bermotor. Selain 
itu harus didukung pula oleh ketersediaan prasarana pendukung jalan, seperti perkerasan 
jalan, trotoar, drainase, lansekap, rambu lalu lintas, parkir dan lain-lain.  
 
 

Jalur Lalu Lintas

Lajur
Lalu Lintas

Lajur
Lalu Lintas

D a m a j a

D a m i j a
D a w a s j a

Trotoar

Bahu Jalan

Pagar

Jalur Lalu Lintas

Lajur
Lalu Lintas

Lajur
Lalu Lintas

Drainase

D a w a s j a

 
 
 

Gambar 1   Deskripsi bagian-bagian dari jalana  
 
a CATATAN    Acuan diambil dari Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan 
Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998 
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Gambar 2   Potongan jalan menurut  klasifikasi a 

 
a CATATAN    Acuan diambil dari Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan 
Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998 
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Tabel 17   Klasifikasi jalan di lingkungan perumahan 
 

Dimensi dari Elemen-eleman Jalan  Dimensi pada Daerah Jalan  

Hirarki 
Jalan 

Perumahan 
Pe

rk
er

as
an

 
(m

) 

B
ah

u 
Ja

la
n 

(m
) 

Pe
de

st
ria

n 
(m

) 

Tr
ot

oa
r  

   
(m

) Damaja 
(m) 

Damija 
(m) 

Dawasja 
Min. 
(m) 

GSB 
Min. 
(m) 

Ket.  

Lokal 
Sekunder I 

3.0-7.0 
(mobil-
motor) 

1.5-2.0 
(darurat 
parkir) 

1.5 
(pejalan kaki, 
vegetasi, 
penyandang 
cacat roda) 

0.5 10.0-12.0 13.0 4.0 10.5 --- 

Lokal 
Sekunder II 

3.0-6.0 
(mobil-
motor) 

1.0-1.5 
(darurat 
parkir) 

1.5 
(pejalan kaki, 
vegetasi, 
penyandang 
cacat roda) 

0.5 10.0-12.0 12.0 4.0 10.0 --- 

Lokal 
Sekunder III 

3.0 
(mobil-
motor) 

0.5 
(darurat 
parkir) 

1.2 
(pejalan kaki, 
vegetasi, 
penyandang 
cacat roda) 

0.5 8.0 8.0 3.0 7.0 Khusus 
pejalan 
kaki 

Lingkungan I 1.5-2.0 
(pejalan 
kaki, 
penjual 
dorong) 

0.5 --- 0.5 3.5-4.0 4.0 2.0 4.0 Khusus 
pejalan 
kaki 

Lingkungan II 1.2 
(pejalan 

kaki, 
penjual 
dorong) 

0.5 --- 0.5 3.2 4.0 2.0 4.0 Khusus 
pejalan 
kaki 

 
CATATAN Acuan diambil dari Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan 
Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998. 
 
 
7.9    Prasarana/ Utilitas – Jaringan drainase  
 
7.9.1    Deskripsi umum  
 
Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan 
persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama 
mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di 
perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara 
perencanaan umum drainase perkotaan. 
 
7.9.2    Jenis prasarana dan utilitas  
 
Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan 
penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan, yang harus disediakan pada lingkungan 
perumahan di perkotaan. Bagian dari jaringan drainase adalah: 
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Tabel 18   Bagian jaringan drainase  
 

Sarana Prasarana  

Sumber air di permukaan tanah (laut, sungai, danau) Badan penerima air 
Sumber air di bawah permukaan tanah (air tanah akifer) 
Gorong-gorong 
Pertemuan saluran 
Bangunan terjunan 
Jembatan  
Street inlet 
Pompa 

Bangunan pelengkap 

Pintu air 
CATATAN  Acuan diambil dari SNI 02-2406-1991, Tata Cara Perencanaan Umum Drainase 
Perkotaan. 
 
 
7.10    Prasarana/ Utilitas – Jaringan air bersih  
 
7.10.1    Deskripsi umum  
 
Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan 
untuk keperluan rumah tangga. Untuk itu, lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan 
air limbah sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ 
perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan 
air bersih lingkungan perumahan di perkotaan.  
 
Beberapa ketentuan yang terkait adalah: 
a) SNI  03-2399-1991  tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum. 
b) SNI 03-1745-1989 tentang Tata Cara Pemasangan Sistem Hidran Untuk Pencegahan 

Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung. 
 
7.10.2    Jenis elemen perencanaan  
 
Jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan air bersih yang harus disediakan pada 
lingkungan perumahan di perkotaan adalah: 
a) kebutuhan air bersih; 
b) jaringan air bersih; 
c) kran umum; dan  
d) hidran kebakaran  
 
7.10.3    Persyaratan, kriteria dan kebutuhan 
 
Beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah: 
a) Penyediaan kebutuhan air bersih 

1) lingkungan perumahan harus mendapat air bersih yang cukup dari perusahaan air 
minum atau sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 

2) apabila telah tersedia sistem penyediaan air bersih kota atau sistem penyediaan air 
bersih lingkungan, maka tiap rumah berhak mendapat sambungan rumah atau 
sambungan halaman. 
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b) Penyediaan jaringan air bersih 
1) harus tersedia jaringan kota atau lingkungan sampai dengan sambungan rumah; 
2) pipa yang ditanam dalam tanah menggunakan pipa PVC, GIP atau fiber glass; dan 
3) pipa yang dipasang di atas tanah tanpa perlindungan menggunakan GIP. 

c) Penyediaan kran umum  
1) satu kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 250 jiwa; 
2) radius pelayanan maksimum 100 meter; 
3) kapasitas minimum untuk kran umum adalah 30 liter/orang/hari; dan 
4) ukuran dan konstruksi kran umum sesuai dengan SNI 03-2399-1991  tentang Tata 

Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum. 
d) Penyediaan hidran kebakaran  

1) untuk daerah komersial jarak antara kran kebakaran 100 meter; 
2) untuk daerah perumahan jarak antara kran maksimum 200 meter; 
3) jarak dengan tepi jalan minimum 3.00 meter; 
4) apabila tidak dimungkinkan membuat kran diharuskan membuat sumur-sumur 

kebakaran; dan 
5) perencanaan hidran kebakaran mengacu pada SNI 03-1745-1989 tentang Tata 

Cara Pemasangan Sistem Hidran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada 
Bangunan Rumah dan Gedung. 

 
 
7.11    Prasarana/ Utilitas – Jaringan air limbah  
 
7.11.1    Deskripsi umum  
 
Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan air limbah sesuai ketentuan dan 
persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan / perundangan yang telah berlaku, terutama 
mengenai tata cara perencanaan umum jaringan air limbah lingkungan perumahan di 
perkotaan. Salah satunya adalah SNI-03-2398-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki 
Septik dengan Sistem Resapan, serta pedoman tentang pengelolaan air limbah secara 
komunal pada lingkungan perumahan yang berlaku. 
 
7.11.2    Jenis elemen perencanaan  
 
Jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan air limbah yang harus disediakan pada 
lingkungan perumahan di perkotaan adalah: 
a) septik tank; 
b) bidang resapan; dan 
c) jaringan pemipaan air limbah. 
 
7.11.3    Persyaratan, kriteria dan kebutuhan 
 
Lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah yang 
memenuhi ketentuan perencanaan plambing yang berlaku.  
 
Apabila kemungkinan membuat tangki septik tidak ada, maka lingkungan perumahan harus 
dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah lingkungan atau harus dapat disambung 
pada sistem pembuangan air limbah kota atau dengan cara pengolahan lain. 
Apabila tidak memungkinkan untuk membuat bidang resapan pada setiap rumah, maka 
harus dibuat bidang resapan bersama yang dapat melayani beberapa rumah. 
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7.12    Prasarana/ Utilitas – Jaringan persampahan  
 
7.12.1    Deskripsi umum  
 
Lingkungan perumahan harus dilayani sistem persampahan yang mengacu pada: 
a) SNI 19-2454-2002 tentang Tata cara teknik operasional pengolahan sampah perkotaan;  
b) SNI 03-3242-1994  tentang Tata cara pengelolaan sampah di permukiman; dan  
c) SNI 03-3241-1994 tentang Tata cara pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir 

sampah. 
 
7.12.2    Jenis elemen perencanaan  
 
Jenis-jenis elemen perencanaan yang harus disediakan adalah gerobak sampah; bak 
sampah; tempat pembuangan sementara (TPS); dan tempat pembuangan akhir (TPA). 
 
7.12.3    Persyaratan, kriteria dan kebutuhan  
 
Distribusi dimulai pada lingkup terkecil RW, Kelurahan, Kecamatan hingga lingkup Kota.   

 
Tabel 19  Kebutuhan prasarana persampahan 

 
Prasarana  Lingkup 

Prasarana Sarana pelengkap Status  Dimensi 
Keterangan 

 
Rumah 
(5 jiwa) Tong sampah Pribadi  - -- 

Gerobak sampah 2 m3 RW                
(2500 jiwa) Bak sampah kecil TPS 6 m3 

Gerobak 
mengangkut  
3x seminggu 

Gerobak sampah 2 m3 Kelurahan          
(30.000 jiwa) Bak sampah besar TPS 12 m3 

Gerobak 
mengangkut  
3x seminggu 

Mobil sampah - Kecamatan         
(120.000 jiwa) Bak sampah besar TPS/TPA lokal 25 m3 

Jarak bebas 
TPS dengan 
lingkungan 

hunian 
minimal 30m Mobil 

mengangkut  
3x seminggu 

Bak sampah akhir - Kota               
(> 480.000 jiwa) Tempat daur ulang 

sampah 
TPA - -- 

 
CATATAN   Acuan tabel diambil dari SNI 19-2454-2002 mengenai Tata cara teknik operasional 
pengolahan sampah perkotaan. 
 
 
7.13    Prasarana/ Utilitas – Jaringan listrik 
 
7.13.1    Deskripsi umum  
 
Lingkungan perumahan harus dilengkapi perencanaan penyediaan jaringan listrik sesuai 
ketentuan dan persyaratan teknis yang mengacu pada: 
a) SNI 04-6267.601-2002 tentang Istilah kelistrikan  

(Bab 601: Pembangkitan, Penyaluran dan Pendistribusian Tenaga Listrik – Umum); 
b) SNI 04-8287.602-2002 tentang Istilah kelistrikan  

(Bab 602: Pembangkitan); dan 
c) SNI 04-8287.603-2002 tentang Istilah kelistrikan  

(Bab 603: Pembangkitan, Penyaluran dan Pendistribusian Tenaga Listrik – 
Perencanaan dan Manajemen Sistem Tenaga Listrik); 
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Pemasangan seluruh instalasi di dalam lingkungan perumahan ataupun dalam bangunan 
hunian juga harus direncanakan secara terintegrasi dengan berdasarkan peraturan-
peraturan dan persyaratan tambahan yang berlaku, seperti: 
a) Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL); 
b) peraturan yang berlaku di PLN wilayah setempat; dan 
c) peraturan-peraturan lain yang masih juga dipakai seperti antara lain AVE. 
 
7.13.2    Jenis elemen perencanaan  
 
Jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan listrik yang harus disediakan pada lingkungan 
perumahan di perkotaan adalah: 
a) kebutuhan daya listrik; dan 
b) jaringan listrik. 
  
7.13.3    Persyaratan, kriteria dan kebutuhan  
 
Beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah: 
a) Penyediaan kebutuhan daya listrik  

1) setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari 
sumber lain; dan 

2) setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA per jiwa 
dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga. 

b) Penyediaan jaringan listrik  
1) disediakan jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan, dimana 

besar pasokannya telah diprediksikan berdasarkan jumlah unit hunian yang mengisi 
blok siap bangun; 

2) disediakan tiang listrik sebagai penerangan jalan yang ditempatkan pada area 
damija (daerah milik jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi 
pejalan kaki di trotoar (lihat Gambar 1 mengenai bagian-bagian pada jalan); 

3) disediakan gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada 
lahan yang bebas dari kegiatan umum;  

4) adapun penerangan jalan dengan memiliki  kuat penerangan 500 lux dengan tinggi 
> 5 meter dari muka tanah; 

5) sedangkan untuk daerah di bawah tegangan tinggi sebaiknya tidak dimanfaatkan 
untuk tempat tinggal atau kegiatan lain yang bersifat permanen karena akan 
membahayakan keselamatan; 

 
7.14    Prasarana/ Utilitas – Jaringan telepon  
 
7.14.1    Deskripsi umum  
 
Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan telepon sesuai ketentuan dan persyaratan 
teknis yang diatur dalam peraturan / perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai 
tata cara perencanaan umum jaringan telepon lingkungan perumahan di perkotaan. 
 
7.14.2    Jenis elemen perencanaan  
 
Jenis prasarana dan utilitas jaringan telepon yang harus disediakan pada lingkungan 
perumahan di perkotaan adalah: 
a) kebutuhan sambungan telepon; dan 
b) jaringan telepon.  
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7.14.3    Persyaratan, kriteria, dan kebutuhan  
 
Beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah: 
a) Penyediaan kebutuhan sambungan telepon 

1) tiap lingkungan rumah perlu dilayani sambungan telepon rumah dan telepon umum 
sejumlah 0,13 sambungan telepon rumah per jiwa atau dengan menggunakan asumsi 
berdasarkan tipe rumah sebagai berikut: 

- R-1, rumah tangga berpenghasilan tinggi  : 2-3 
sambungan/rumah 

- R-2, rumah tangga berpenghasilan menengah : 1-2 sambungan/rumah 
- R-3, rumah tangga berpenghasilan rendah : 0-1 sambungan/rumah 

 
2) dibutuhkan sekurang-kurangnya 1 sambungan telepon umum untuk setiap 250 jiwa 

penduduk (unit RT) yang ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan lingkungan RT 
tersebut; 

3) ketersediaan antar sambungan telepon umum ini harus memiliki jarak radius bagi 
pejalan kaki yaitu 200 - 400 m; 

4) penempatan pesawat telepon umum diutamakan di area-area publik seperti ruang 
terbuka umum, pusat lingkungan, ataupun berdekatan dengan bangunan sarana 
lingkungan; dan  

5) penempatan pesawat telepon harus terlindungi terhadap cuaca (hujan dan panas 
matahari) yang dapat diintegrasikan dengan kebutuhan kenyamanan pemakai telepon 
umum tersebut. 

 
b) Penyediaan jaringan telepon  

1) tiap lingkungan rumah perlu dilayani jaringan telepon lingkungan dan jaringan telepon 
ke hunian; 

2) jaringan telepon ini dapat diintegrasikan dengan jaringan pergerakan (jaringan jalan) 
dan jaringan prasarana / utilitas lain; 

3) tiang listrik yang ditempatkan pada area Damija (≈daerah milik jalan, lihat Gambar 1 
mengenai bagian-bagian pada jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi 
sirkulasi pejalan kaki di trotoar; dan 

4) stasiun telepon otomat (STO) untuk setiap 3.000 – 10.000 sambungan dengan radius 
pelayanan 3 – 5 km dihitung dari copper center, yang berfungsi sebagai pusat 
pengendali jaringan dan tempat pengaduan pelanggan. 

 
Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk merencanakan penyediaan sambungan 
telepon rumah tangga adalah: 
a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota dan perkembangan lokasi yang 

direncanakan, berkaitan dengan kebutuhan sambungan telepon; 
b) tingkat pendapatan keluarga dan kegiatan rumah tangga untuk mengasumsikan 

kebutuhan sambungan telepon pada kawasan yang direncanakan; 
c) jarak terjauh rumah yang direncanakan terhadap Stasiun Telepon Otomat (STO), 

berkaitan dengan kebutuhan STO pada kawasan yang direncanakan; 
d) kapasitas terpasang STO yang ada; dan 
e) teknologi jaringan telepon yang diterapkan, berkaitan radius pelayanan. 
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7.15    Prasarana/ Utilitas – Jaringan transportasi lokal  
 
7.15.1    Deskripsi umum  
 
Lingkungan perumahan direkomendasikan untuk dilalui sarana jaringan transportasi lokal 
atau memiliki akses yang tidak terlampau jauh (maksimum 1 km) menuju sarana transportasi 
tersebut. Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan transportasi sesuai ketentuan 
dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan / perundangan yang telah berlaku, 
terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan transportasi lingkungan 
perumahan di perkotaan.  
 
7.15.2    Pendekatan konsep perencanaan/desain  
 
Pendekatan perencanaan desain jaringan transportasi lokal pada suatu lingkungan 
perumahan harus mempertimbangkan konsep perencanaan pengembangan lingkungan 
yang berorientasi transit (Transit-Oriented Development – TOD). Secara umum konsep ini 
menetapkan adanya desain suatu pusat lingkungan yang memiliki beragam kegiatan 
sebagai sarana lingkungan yang sekaligus juga merupakan pusat kegiatan pergerakan 
transit lokal baik antar moda transit yang sama maupun dengan berbagai moda transit yang 
berbeda, dengan mempertimbangkan aspek jangkauan kenyamanan berjalan kaki sebagai 
orientasi utamanya.  
 
Pendekatan desain pada konsep ini tidak hanya menyangkut desain sistem transportasi –
dalam hal ini sistem transit– saja, melainkan juga akan terkait dengan bagaimana alokasi 
dan penataan berbagai elemen rancangan ruang kota yang lain, seperti peruntukan lahan, 
intensitas pemanfaatan lahan, tata bangunan, ruang terbuka dan tata hijau, sistem sirkulasi 
dan penghubung, dan lain sebagainya.  
 
Beberapa prinsip umum pada konsep perencanaan lingkungan yang berorientasi transit 
(TOD) ini adalah: 
a) pendekatan perencanaan berskala regional yang mengutamakan kekompakan dengan 

penataan kegiatan transit; 
b) perencanaan yang menempatkan sarana lingkungan dengan peruntukan beragam dan 

campuran pada area pusat lingkungan dan pusat transit ini; 
c) pembentukan lingkungan yang sangat mendukung / ‘ramah’ bagi pejalan kaki; 
d) perencanaan desain yang mempertahankan area cadangan terutama area hijau; 
e) pendekatan desain dengan mengutamakan kenyamanan kehidupan pada ruang publik 

dan pusat lingkungan bersama selain pada ruang privat; dan 
f) pengembangan yang mampu memicu / mendorong pembangunan area sekitar pusat 

transit baik berupa pembangunan penyisipan, revitalisasi maupun bentuk penataan / 
perencanaan lain. 

 
7.15.3    Jenis elemen perencanaan  
 
Perencanaan lingkungan permukiman dalam skala besar berpengaruh terhadap peningkatan 
pergerakan penduduk/warga, sehingga harus diimbangi dengan ketersediaan prasarana dan 
sarana jaringan transportasi umum lokal, jaringan sirkulasi pedestrian yang mendukung 
pergerakan dari menuju pusat kegiatan dan lingkungan hunian, serta jaringan parkir yang 
terintegrasi dalam daya dukung lingkungan yang disesuaikan dengan pusat kegiatan yang 
ada. 
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Berbagai jenis elemen perencanaan terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang 
harus direncanakan dan disediakan pada jaringan transportasi lokal adalah: 
a) sistem jaringan sirkulasi kendaraan pribadi dan kendaraan umum berikut terminal / 

perhentiannya; 
b) sistem jaringan sirkulasi pedestrian; dan 
c) sistem jaringan parkir;  
 
Perencanaan pada jaringan transportasi lokal ini harus mempertimbangkan penyesuaiannya 
dengan kebutuhan / kondisi konteks lokal yang telah dimiliki. Hai ini termasuk optimalisasi 
pemanfaatan karakter pergerakan setempat eksisting serta beragam jenis moda transportasi 
dan transit yang telah dimiliki di area sekitar perencanaan. 
 
Perencanaan pada jaringan transportasi lokal ini juga harus memperhatikan integrasi 
jaringan transportasi setempat dengan jaringan regional yang lebih luas dengan standar 
pelayanan yang mudah dipahami / diterima bagi masyarakat umum tanpa menghilangkan 
karakter / konteks khas setempat yang dimiliki. 
 
Dari keseluruhan elemen perencanaan sistem transport ini pertimbangan utama adalah 
keterpaduannya untuk mewujudkan konsep perencanaan pusat lingkungan sebagai pusat 
transit yang memungkinkan dengan mudah dilakukannya pergantian antar dan inter moda 
transportasi.  
 
7.15.4    Persyaratan, kriteria dan kebutuhan 
 
Beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah: 
a) Penyediaan jaringan sirkulasi kendaraan pribadi dan kendaraan umum berikut terminal 

/ tempat pemberhentian lainnya  
Secara umum persyaratan dan kriteria penyediaan jaringan sirkulasi kendaraan pribadi 
dan umum berikut terminal/ tempat pemberhentian ini disusun berdasarkan 
penggolongan jalan. Persyaratan dan kriteria ini disusun sebagai acuan bagi 
pengembang lingkungan perumahan dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan 
aksesibilitas transportasi umum lokal.   

 
Tabel 20   Kriteria manajemen sistem transportasi lokal pada  

    lingkungan perumahan 
 

No. Jenis Kegiatan Kajian  Rincian  

1. Kajian pembebanan 
jaringan jalan 

jalur khusus angkutan umum searah arus, berlawanan arus, 
ataupun dari / ke area bangkitan kegiatan 

integrasi berbagai moda transportasi yang berbeda 
jalur penghubung antara angkutan umum dengan jaringan 

pejalan kaki, atau kendaraan lain 

2. Kajian sistem 
pengoperasian 
angkutan umum 

modifikasi rute dan jadwal angkutan  
pelayanan bus ekspres 

3. Kajian manajemen 
angkutan umum 

peningkatan terminal bus 
peningkatan tempat pemberhentian bus  

4. Kajian koordinasi 
antar moda 

fasilitas parkir bersebelahan dengan terminal  
fasilitas dan perbaikan sistem transfer antar rute dan moda 

CATATAN   Acuan diambil dari analisa kajian berbagai sumber 
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Tabel 21   Berbagai fasilitas pendukung, perlengkapan jalan dan  
    angkutan umum  

 
Hirarki 
Jalan 

Perumahan 
Perlengkapan 

Jalan 
Fasilitas 

Pendukung Angkutan 
Umum  

Beban 
As 

(MST) 
Keterangan 

Lokal 
Sekunder I 
(LS I) 

- rambu 
- marka jalan 
- lampu lalu lintas 

di persimpangan 
- tanpa kereb 

- teluk bis  
- parkir di badan jalan 
- jalur pejalan kaki 

(trotoar tanpa 
kereb) 

- angkot 
(minibus ≤ 12 
tempat duduk) 

- bis (< 24 
tempat duduk) 

 

≥ 8 ton (PP 43/1993) 
(PP 26/1985) 

Lokal 
Sekunder II  
(LS II) 

- ada rambu jika 
perlu 

- pengendali 
kecepatan  

- tanpa kereb 

- teluk bis 
- parkir di badan jalan 
- jalur pejalan kaki 

(trotoar tanpa 
kereb) 

- angkot 
(minibus ≤ 12 
tempat duduk) 

≥ 8 ton --- 

Lokasl 
Sekunder III 
(LS III) 

- ada rambu jika 
perlu 

- pengendali 
kecepatan  

- tanpa kereb 

- jalur pejalan kaki 
(trotoar tanpa 
kereb) 

- parkir di luar badan 
jalan 

--- < 5 ton --- 

Lingkungan I 
(LK I) 

--- 
 

- jalur pejalan kaki 
(trotoar tanpa 
kereb) 

- parkir di luar badan 
jalan 

--- --- --- 

Lingkungan II 
(LK II) 

--- - jalur pejalan kaki 
(trotoar tanpa 
kereb) 

- parkir di luar badan 
jalan 

--- --- --- 

 
CATATAN  Acuan disadur dari Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan 
dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum: 1998 
Rambu dapat berupa: rambu peringatan, rambu larangan rambu perintah, rambu petunjuk. 
Marka jalan terdiri atas: marka membujur, marka melintang, marka serong, marka lambang, dan 
marka lainnya. 
Alat pengendali pemakai jalan, dapat berupa: alat batas kecepatan, alat pembatas tinggi dan lebar 
kendaraan.  
Alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas: pagar pengamanan, cermin tikungan, delianator, pulau lalu 
lintas, pita penggaduh. 
Fasilitas pendukung, terdiri atas: fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat, 
dan penerangan jalan. 
Angkutan umum yang beroperasi di lingkungan permukiman dapat berupa jaringan trayek cabang dan 
atau trayek ranting (UU No.14/1992), menggunakan moda angkutan bus umum dan atau mobil 
penumpang.   

 
 

Pada penyediaan jaringan sirkulasi kendaraan pribadi ini, penyediaan terminal dan tempat 
pemberhentian lain merupakan aspek yang juga dipertimbangkan dalam perencanaan 
prasarana dan utilitas pada jaringan transportasi lokal.  
Yang dimaksud dengan terminal di sini adalah terminal wilayah, dimana kendaraan umum 
dari lain wilayah berhenti di terminal tersebut dan tidak meneruskan perjalanannya 
melainkan kembali ke wilayahnya semula.  
Untuk kota di mana jarak-jarak terminal wilayahnya tidak terlalu jauh maka tidak perlu dibuat 
sebuah terminal melainkan cukup dengan pangkalan sementara sebelum melanjutkan 
tujuan. 
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Persyaratan yang harus dipenuhi: 
- penyediaan kebutuhan terminal wilayah adalah sekurang-kurangnya memiliki luas 

layanan 2.000 m2; 
- di area pusat kegiatan pada unit kelurahan (30.000 penduduk) sekurang-kurangnya 

harus ada tempat pemberhentian kendaraan umum antar lingkungan dan juga 
pangkalan-pangkalan kendaraan yang dapat langsung membawa penumpang ke daerah 
perumahan, misalnya pangkalan becak, bajaj, ojek, dan sejenisnya; dan 

- di area pusat kegiatan pada unit kecamatan (120.000 penduduk) sekurang-kurangnya 
harus ada pangkalan kendaraan umum jenis angkutan kecil yang dapat meneruskan 
penumpang ke pusat-pusat kegiatan atau ke pusat-pusat lingkungan hunian dengan 
catatan tidak menerobos daerah perumahan dan tidak mangkal di pusat lingkungan. 
Luas pangkalan oplet / angkot ini sekurang-kurangnya 500 m2.  

 
 

Tabel 22     Kebutuhan dan persyaratan jaringan transportasi lokal pada  
lingkungan perumahan 

 
No. Kebutuhan Sarana 

Transportasi 
Luas 

Lahan Jangkauan Keterangan 

becak/andong   --- melayani jalan lokal 
sekunder/primer 

ojek --- melayani jalan lokal 
sekunder/primer 

angkutan kota  
(roda 4, 2500 cc)  

  --- melayani jalan kolektor 
sekunder 

mini bus  
(roda 6, 3500 cc)  

 --- melayani jalan kolektor 
primer 

1. Fasilitas 
sarana 
transportasi 
umum lokal  
 

bus umum  
(roda 6, > 3500 cc)  

  --- melayani jalan arteri   

terminal wilayah (tiap 
Kecamatan) 

2000 m2 120.000 penduduk 

terminal wilayah (tiap 
kelurahan) 

1000 m2 30.000 penduduk 

pangkalan oplet / 
angkot 

500 m2 120.000 penduduk 

pangkalan becak / 
andong  

200 m2 30.000 penduduk 

pangkalan ojek 200 m2 30.000 penduduk 
halte -- -- 

2. Fasilitas 
prasarana 
transportasi 
umum lokal  

parkir -- -- 

Pertimbangan khusus: 
• jarak jangkauan 

pejalan kaki ideal 
ke titik transit lain / 
daerah tujuan = 
400 m 

• jarak penempatan 
elemen penunjang 
fasilitas  

 
CATATAN   Acuan diambil dari analisa kajian berbagai sumber  
 
b) Penyediaan jaringan sirkulasi pedestrian  

Beberapa prinsip dan kriteria yang harus dipenuhi pada perencanaan jalur pedestrian 
adalah: 

1) asas keterkaitan/ keterhubungan (connections), yaitu bagaimana membuat jalinan 
jejaring sirkulasi pedestrian yang saling menghubungkan berbagai area yang 
dapat dijangkau pejalan kaki; 

2) azas kemudahan pencapaian (convenience), yaitu bagaimana membuat 
kemudahan sirkulasi yang dapat secara langsung dicapai dan dipergunakan oleh 
publik secara umum dengan mudah;  

3) azas keselamatan/keamanan dan atraktif (convivial), yaitu bagaimana 
membentuk lingkungan yang menjamin pejalan kaki bergerak dengan terlindungi 
dan aman terutama terhadap sirkulasi kendaraan bermotor di sekitarnya 
sekaligus aman terhadap kemungkinan gangguan kriminalitas, serta bagaimana 



SNI 03-1733-2004 

49 dari 52 

membentuk lingkungan yang kondusif bagi pejalan kaki untuk lebih memilih 
berjalan kaki dengan menggunakan jaringan sirkulasi pedestrian yang disediakan 
akibat penyelesaian lingkungan sekitar jaringan sirkulasi ini yang menarik bagi 
pejalan kaki; 

4) azas kenyamanan (comfortable), yaitu bagaimana membentuk lingkungan yang 
nyaman bagi pejalan kaki dikaitkan dengan penciptaan dimensi besaran ruang 
gerak yang memenuhi standar kenyamanan pejalan kaki ketika melewatinya; dan  

5) azas kejelasan / kemudahan pengenalan (conspicuousness), yaitu bagaimana 
menyelesaikan lingkungan pedestrian dengan sistem pergerakan yang mudah 
diamati dan diikuti, baik rute dan arahnya, serta mudah dikenali keberadaannya di 
antara jejaring sirkulasi lain. 

 
Bentukan dan besaran jalur pedestrian (pejalan kaki) diperhitungkan atas dasar: 
1) proyeksi kebutuhan disesuaikan dengan dimensi standar (minimal) dari trotoar; 
2) pembentukan jaringan penghubung di dalam area pusat lingkungan (antara 

berbagai sarana lingkungan) ataupun antar area pusat lingkungan dengan 
lingkungan hunian;  

3) setting lingkungan dan lokasi terkait dengan pembentukan karakter / konteks 
khas setempat; 

4) faktor keamanan pejalan kaki terkait dengan arus kendaraan yang melewati jalur 
jalan utamanya; dan 

5) faktor kenyamanan pejalan kaki dengan pertimbangan iklim regional dan cuaca 
setempat. 

 
Beberapa kriteria dalam penyelesaian jalur pedestrian ini adalah: 
1) jalur pejalan kaki diletakkan menyatu secara bersisian dengan jalur jalan pada 

pada kedua sisi jalan pada area daerah milik jalan / damija (lihat Gambar 1); 
2) dalam kondisi tertentu, jika memang terpaksa jalur pedestrian ini dapat hanya 

pada satu sisi saja. Salah satu kondisi khusus tersebut adalah kondisi topografi 
atau keadaan vegetasi di sepanjang jalur jalan yang tidak memungkinkan 
menampung volume kendaraan pada jalur jalan yang relatif sempit. Perletakkan 
jalur yang hanya satu sisi ini memiliki konsekuensi dimana pejalan kaki akan 
menggunakan jalur jalan sebagai lintasannya. Hal tersebut dimungkinkan dengan 
persyaratan bahwa kecepatan kendaraan yang melalui jalur jalan relatif rendah 
(sekitar 15 km / jam) dan kondisi perkerasan jalan yang tidak terlampau licin. 
Untuk itu kemungkinan penyelesaian perkerasan adalah menggunakan bahan 
bukan aspal (misalnya paving block) pada klasifikasi jalan setingkat jalan lokal 
primer atau jalan lokal sekunder. Tambahan yang perlu diperhatikan pada kasus 
khusus ini adalah dianjurkan adanya elemen pembatas sebagai pengaman bagi 
pejalan kaki sehingga keamanan pejalan kaki dapat terjamin. 

3) permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti 
slip; 

4) perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus terutama ketika 
menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain 
seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya; 

5) penyelesaian pada titik-titik konflik ini harus diselesaikan dengan pendekatan 
kenyamanan sirkulasi pejalan kaki sebagai prioritas utamanya; 

6) lebar jalur untuk pejalan kaki saja minimal 1,20 m; 
7) jika terdapat jalur sepeda, maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda 

minimal 2,00 m; 
8) kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;  
9) tata hijau pada sisi jalur pedestrian mutlak diperlukan sebagai elemen pembatas 

dan pengaman (barrier) bagi pejalan kaki, sebagai peneduh yang memberi 
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kenyamanan, serta turut membentuk karakter wajah jalan dari koridor jalan 
secara keseluruhan; 

10) pembatas fisik lain yang bersifat ringan, seperti penggunaan bollards diperlukan 
sebagai elemen pengaman dan pembatas antara sirkulasi manusia pejalan kaki 
dengan sirkulasi kendaraan; 

11) harus dihindari bentukan jalur pejalan kaki yang membentuk labirin yang tertutup 
dan terisolasi dengan lingkungan sekitarnya karena dapat memicu terjadinya 
kejahatan;  

12) ukuran lebar jalur pejalan kaki sesuai dengan hirarki jalan yang bersangkutan  
 

c) Penyediaan jaringan parkir  
Persyaratan dan kriteria ini disusun sebagai acuan bagi pengembang lingkungan 
perumahan dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas transportasi 
umum lokal. 
1)  Lahan parkir untuk area hunian  

Baik pada tiap unit RT (250 penduduk), unit RW (2500 penduduk), unit kelurahan 
(30.000 penduduk) maupun unit kecamatan (120.000 penduduk)  disediakan lahan 
parkir umum yang sekaligus dapat digunakan untuk tempat mangkal sementara 
bagi kendaraan umum. Pada malam hari, lahan parkir ini dapat dipergunakan 
sebagai tempat pool kendaraan penghuni. Lokasi dan besaran luas yang 
disyaratkan untuk lahan parkir ini sebagai berikut: 
- pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala RT (250 

penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT, 
dan memiliki standar penyediaan 100 m2, dengan penyebaran lokasi pada area 
pusat lingkungan RT, dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi 
sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik; 

- pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala RW (2500 
penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala 
RW, dan memiliki standar penyediaan 400 m2, dengan penyebaran lokasi pada 
area pusat lingkungan RW, dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi 
sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik; 

- pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala kelurahan 
(30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada 
skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2000 m2, dengan 
penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan 
dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m2) dan pangkalan 
oplet/angkot (seluas 200 m2); 

- pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala kecamatan 
(120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada 
skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m2, dengan 
penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan 
dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m2) dan pangkalan 
oplet/angkot (seluas 500 m2); 

- besaran yang terdapat pada area RT, RW, kelurahan dan kecamatan ini belum 
termasuk penyediaan lahan parkir yang diperuntukkan bagi bangunan sarana 
lingkungan pada tiap unit baik RW, kelurahan, maupun kecamatan; 

- lokasi lahan parkir untuk hunian ini ditempatkan di area strategis sehingga 
membatasi aksesibilitasnya hanya khusus bagi penghuni, misalnya di area pintu 
masuk kompleks hunian tersebut; dan 

- luas lahan parkir ini sangat tergantung tidak hanya pada jumlah pemilikan 
kendaraan, melainkan juga pada perencanaan karakter dari kompleks itu 
sendiri. Sebagai pegangan umum luas parkir untuk area hunian:  
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Rumus 4  Luas parkir untuk area hunian  
 

Luas lahan parkir (bruto)   =   3%   x    luas daerah yang dilayani 

 
(Catatan Acuan dari dari Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota, 
Dirjen Cipta Karya, 1983) 

 
 
 2)   Lahan parkir untuk pusat-pusat kegiatan 

Lokasi lahan parkir untuk pusat-pusat kegiatan dapat didesain baik dengan 
dikelompokkan ataupun menyebar di setiap pusat kegiatan tergantung pada 
perencanaan. Beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi: 
- lahan parkir merupakan fasilitas pelengkap dari pusat kegiatan, sehingga 

sedapatnya sedekat mungkin dengan pusat kegiatan yang dilayani; 
- lokasi parkir harus mudah diakses/dicapai dari/ke pusat-pusat kegiatan tanpa 

gangguan ataupun memotong arus lalu lintas jalan utama;  
- lahan parkir harus memiliki hubungan dengan jaringan sirkulasi pedestrian 

secara langsung; dan 
- lokasi parkir harus mudah terlihat dan dicapai dari jalan terdekat.  
Luas lahan parkir pada area pusat kegiatan. Adapun luas dari lahan parkir 
tergantung pada beberapa faktor: 
- jumlah pemilikan kendaraan; 
- jenis kegiatan dari pusat kegiatan yang dilayani; dan 
- sistem pengelolaan parkir, misalnya parkir bersama, parkir berbagi antar 

beberapa kapling (shared parking area), ataupun parkir lahan pribadi (private 
parking area). 

Dengan demikian besaran parkir akan berbeda-beda tergantung pusat kegiatan 
yang dilayaninya. Standar besaran yang umumnya dipakai adalah: 
- setiap luas 60 m2 luas area perbelanjaan 1 lot parkir mobil 
- setiap luas 100 m2 luas area perkantoran 1 lot parkir mobil 
Sedangkan pemilikan kendaraan adalah 60 mobil setiap 1000 penduduk. 
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